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ABSTRAK 

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MANAJEMEN 
PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN BERBASIS SEKOLAII PADA 

SEKOLAH MENENGAII PERTAMA NEGERI 
Dl KOTA BAUBAU 

RU'YAHNA 
Universitas Terbuka UPBJJ-Kendari 

yana devina@yahoo.co.id 

Kata KWlci : Implementasi, Kebijakan Manajemen, Mutu Pendidikan. 

Penelitian ini difolruskan pada masalab Bagaimana lmplementasi Kebijakan 
Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Berbasis Sekolab Pada Sekolab Menengab 
Pertama Negeri Di Kota Baubau dan Faktor-faktor apakab yang mendukWlg dan 
mengbambat implementasi kebijakan Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan 
Berbasis Sekolab pada Sekolab Menengab Pertama di Kota Baubau. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisi Implementasi 
Kebijakan Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Berbasis Sekolab Pada Sekolab 
Menengah Pertama Negeri Di Kota Baubau dan Faktor-faktor apakab yang 
mendukWlg dan mengbambat implementasi kebijakan Manajemen Peningkatan Mutu 
Pendidikan Berbasis Sekolab pada Sekolah Menengab Pertama di Kota Baubau. 

Penelitian ini dilakukan dengan mengganakan metode penelitian kualitatif 
fenomenologis dengan harapan dapat menggali dan mengumpulkan data secara 
mendalam gooa memperoleh data utama yang dilakukan mengganakan wawancara 
langsWlg dengan informan. 

Kesimpulan dari basil penelitian menWljukkan babwa lmplementasi kebijakan 
konsep dan tujuan kebijakan dapat dikatakan cukup efektif, dan program ini lebih 
baik daripada model manajemen dan pembelajaran dimasa lalu yang cenderong 
konvensional. Keberhasilan program dalam mecapai tujuan meningkatkan mutu 
pendidikan sangat tergantung dan goodwill semua pihak yang telibat. Keterlibatan 
atau parrisipasi masyarakat dalam penyelengganum pendidikan khususnya dalam 
implementasi kebijakan MPMBS pada Sekolah Menengab Pertama se Kota Baubau 
telab meningkat dan masih didominasi pada aspek fisik/gedWlg dan peralatan lainnya 
yang diwujudkan dalam bentuk sumbangan masyarakat melalui komite sekolab dan 
bantuan lain berupa material. Kebijakan MPMBS dipengaruhi faktor pendukWlg 
diantaranya: (I) Adanya lingkungan sekolah yang kondusif bagi pengembangan 
konsep dan tujuan kebijakan dan Peran Serta Masyarakat; (2). Adanya transparansi 
pengelolaan sekolab; (3) Adanya parrisipasi masyarakat yang meningkat; (4) Adanya 
dana bantuan langsung "dana BOS"; (5) Adanya hubungan kelja yang kondusif dan 
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harmonis. Sedangkan Faktor penghambat antara lain adalab: {I) Kurangnya kesiapan 
dari sumberdaya dan adanya keterpaksaan dari pelaksana kebijakan; (2) Sosialisasi 
kebijakan konsep dan tujuan kebijakan MPMBS yang hanya dilakokan secara 
temporer, sehingga konsep dan tujuan kebijakan MPMBS kurang tersosialisasikan ke 
target group dan stakeholders, serta menyebabkan adanya persepsi dan pemabaman 
yang berbeda dari para pelaku kebijakan terbadap konsep dan tujuan kebijakan 
MPMBS tersebut; (3) Belum dimilikinya kewenangan, kemandirian dan kebebasan 
( otomi) kepala sekolab dan guru dalarn mengelola sekolab dan melaksanakan 
kebijakan MPMBS; (4) Rendabnya tingkat pendidikan masyarakat; (5) Adanya sikap 
dari para pendidik yang telab terkondisi bersikap pasif dan tidak kreatif (menunggu 
joklak dan juknis); dan (6) Banyakuya kegiatan administrasi tarnbaban yang barus 
ditangani kepala sekolab dan gnru. 
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ABSTRACT 
IMPLEMENTATION POLICY OF MANAGEMENT TO MAKE OF QUALITY 

EDUCATION BASE ON SCHOOL AT JUNIOR HIGH SCHOOL 
IN BAUBAU CITTY 

RU'YAHNA 
Universitas Terbuka UPBJJ-Kendari 

yana devina@yahoo.co.id 

Keyword: Implementation, Policy of Management, Quality of Education. 

This research focussed on problem of implementation policy of management to 
make quality education base at school junior high school country in Baubau City and 
factors what is support and pursue implementation policy of management to make of 
quality education base at school junior high school in Baubau City. 

This research triaed to know and implementation analyst policy of management 
is make quality education base at junior high school country in Baubau City and 
factors what is support and pursue implementation policy of management quality 
education base at junior high school in Baubau City. 

This research is focused on prolem method qualitative fenomenologis on the 
chance of can dig and collect data exhaustively utilize to obtain especia1 data which 
use direct interview with informan. 

Conclusion of research result indicate that Implementation policy target and 
concepted can be told effective enough, and this program better than model 
management and study of past which tending to conventionally. Efficacy program 
was better in reaching target upgrade education very from goodwill a11 which is 
partisipasi. Involvement or society participation management of education specially 
in implementation policy of MPMBS at Junior High School of se Baubau City have 
mounted and still predominated aspect I other equipments and building which 
realized in the fonn of society contribution committee go to school and other aid in 
the form of material. Policy ofMPMBS influenced supplementary factor ettracea: : ( 
1) Existence of school environment which is kondusif for development of policy 
target and concept and Role And also Society; ( 2). Existence of transparency 
management of school; ( 3) Existence of society participation which mounting; ( 4) 
Existence of direct relief fund " BOSS fund"; ( 5) Existence of activity which is 
kondusif and harmonious. : While Factor resistor for example is: ( 1) Lack of the 
readiness of from sumberdaya and existence of perforced to from executor of policy; 
( 2) Socialization policy of target and concept policy of MPMBS which only 
conducted trnnsiently, so that conception and target of policy of MPMBS less 
socialize to goals of group and of stakeholders, and also cause the existence of 
different understanding and perception from perpetrators of policy to target and 
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concept policy of MPMBS; ( 3) Not yet been owned of freedom and independence ( 
headmaster otomi) and teacher in managing school and execute policy of MPMBS; ( 
4) the Lowering of storey;level education of society; ( 5) Existence of attitude from 
educators which have the condition of behaving passive and not creative awaiting and 
juklak of juknis; and ( 6) To the number of activities of additional administration 
which must handle teacher and headmaster. 
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BAB IV 

TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

I. Keadaan Wilayah I Geografis 

Kola Baubau secara geografis terlelak pada 05° 27' 00 sampai 05° 33.00 

Lintang Selatan dan 122° 30' 00 sampai 122° 45.00 Bujur Timur. Topografi Kola 

Baubau bergelombang, berbukit dan bergunung dengan kemiriringan 8 - 30 %. 

Sebagian besar wilayah Kota Baubau rnempunyai ketinggian antara 0 - 100 meter 

dari permukaan !aut, yaitu di bagian timur dan bagian utara Kola Baubau .. 

Luas wilayah Kola Baubau 221.00 Km2, alau sebesar 0.58 %, sebagian besar 

wilayah Kota Baubau ditumbuhi ilalang dan belukar. Persawahan dan perkebunan 

banyak terdapat dibagian timur Kola Baubau. Keadaan tanah eli wilayah Kola 

Baubau sebagian besar tereliri dari tanah yang berbatu-batu dan berpasir yang 

mengandung bahan galian tambang, seperti : nikel, uranium, dll. Sebingga eli daerab 

ini dijumpai kegiatan eksplomsi penambangan sekitar Kecamatan Sorawo1io. 

Berdasarkan kondisi topografi Kola Baubau dapat elibagi menjaeli keadaan 

wilayah terdiri dari : I). Laban datar terdapat elisepanjang pantai dengan ketinggian 

5 m dengan kemiringan 0 - 8 % meter diatas permukaan !aut, tersebar di wilayah 

Kecarnatan Bungi dan Wolio, 2). Daerah agak datar terdapat elibagian utara dan 

tenggara pusat Kola Baubau dengan ketinggian 5 - I 0 dpl, 3 ). Daerab bergelombang 

berada diketinggian 600 dpl dengan kemiringan 15 - 30 % berada eli wilayah 

Kecamatan Betoarnbari, dan Sorawolio, 4). Daerab perbukitan curam I teljal dengan 
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ketinggian diatas 80 meter dpl dengan kemiringan lebib dari 30 % yang pada 

umumnya berada di Kecamatan Wolio. 

Pada wilayab Kota Baubau mengalir 6 buab sungai yang selurubnya bermuara 

di selat Buton. Sungai tersebut yaitu Sungai Baubau, Sungai Waruruma, Sungai 

Kalia-Lia, Sungai Lowu-Lowu dan Sungai Liabuku. Bentuk sungai tersebut pada 

umumnya memiliki fisik teijal di bagian bulu dan dibagian muara dangkal, jadi pola 

drainasenya mengikuti arab paralel dari perbukitan yang teljal menuju dataran 

rendah atau kepantai. Pada musim penghujan kondisi sungai tersebut memiliki debit 

air yang cukup tinggi dan di musim kemarau memiliki debit yang rendah bahkan 

sebagiannya kering. Jenis tanah yang terdapat di Kota Bau-Bau menurut Lembaga 

Penelitian Tanab (LPT) Bogor pada tabun I 972 terdiri dari 2 jenis tanab yakni aluvial 

danjenis tanab podwlik. 

Pada bah ini akan diuraikan basil penelitian yang diperoleh selama berada di 

lokasi penelitian, yaitu Sekolab Menengab Pertama Negeri I Baubau, Sekolab 

Menengab Pertama Negeri 3 Baubau dan Sekolab Menengab Pertama Negeri 5 

Baubau. Adapun basil penelitian yang akan disampaikan adalab meliputi : 

a) Deskripsi lokasi penelitian: I) letak geografis sekolab, 2) kondisi sekolab, 

3) keadaan siswa, 4) penerimaan siswa baru, 5). Keadaan nilai evaluasi 

mumi siswa, 6). keadaan guru dan tenaga administrasi; 

b) Pembabasan hasil penelitian: I) sosialisasi dan pemahaman konsep dasar 

Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolab, 2) kesiapan surnber daya 

dalam melaksanakan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolab, 3) 
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proses implementasi kebijak:an Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis 

Sekolah, 4) keterlibatan masyarakat dalam implementasi Manajemen 

Peningkatan Motu Berbasis Sekolah, 5) faktor pendukung dan 

pengbambat implementasi kebijakan Manajemen Peningkatan Motu 

Berbasis Sekolah. 

2. Administrasi Pemerintahan 

Kota Baubau awalnya terdiri dari empat kecamatan namun semenjak tahun 

2006 sudah menjadi 6 (enam) dengan luas wilayah 22.100 Km2
, dengan luas tiap 

kecamatan yaitu Kecamatan Betoambari 27,89 Km2
, Kecamatan Murhum 6,45 Km2

, 

Kecamatan Wolio 17,33 Km2
, Kecamatan Kokalukuna 9,44 Km2

, Kecamatan 

Sorawolio 83,25 Km2 dan Kecarnalan Bungi seluas 76,64 Km2
. Wilayah Kola 

Baubau secara administrasi meliputi 6 wilayah Kecamatan yang pada tahun 2008 

baru saja dimekarkan yaitu Kecamatan Lea-Lea. Jarak antara Pusat Pemerintahan 

oleh masing-masing Kecamatan dengan Ibukota Kota Bau-Bau sekitar 7 hingga 15 

km, sedangkan jaraknya dengan Ibakola Propinsi Sulawesi Tenggara sekitar 441 km 

yang dapat ditemptih lewat darat dan dapat ditemptih lewat !aut dengan waktn sekitar 

4 sampai 5 jam dengan menggunakan kapal cepat. 

Secara administratifwilayah Kola Bau-Bau berbatasan dengan: 

Sebelah Utara berbatasan dengan Kecarnatan Kapontori Kebupaten Buton 

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Balauga Kabupaten Buton 

Sebelah Timor berbatasan dengan Kecarnatan Pasar Wajo Kabupaten Buton 

Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Buton. 
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3. Keadaan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Baubau 

Keadaan sekolah di Kota Baubau pada tahun 2008 kbususnya pada jenjang 

pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri, di Kota Baubau menunjukan 

peningkatan junmlah sekolah dari jumlah dari I 0 Sekolah Menengah Pertama Negeri 

menjadi 17 Sekolah Menengah Pertama Negeri. Keberadaan sekolah tersebut 

didukung dengan fasilitas yang memadai yang berstandard Nasional dan 

lntemasional. Untukjenjang pendidikan SLTP, ada 5 sekolah swasta 

Meningkatnya mutu pendidikan di Kota Baubau mempengaruhi cara berpikir 

dan perilaku seseorang sehingga status pendidikan ini penting untuk diberikan 

perhatian serius oleh pemerintah daerah. Kinerja pemerintah daerah di bidang 

pelayanan pendidikan babkan perlu menjadi salah satu indikator utama dari 

keberhasilan suatu pemerintahan, untuk meningk:atkan mutu pendidikan. Untuk lebih 

jelas dapat dilibat pada tabel berikut tentang Nama-nama Kepala Sekolah Menengah 

Pertama Negeri di Kota Baubau. 

49 

42753

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



Tabel: 4.1. 
Nama Sekolah, Nama Kepala Sekolah Menengab Pertama Negeri dan Lokasi 

di Kota Baubau Tahuo 2010 

NAMA TEMP AT/ 
NO NAMASEKOLAH KEPALA SEKOLAH WKASI 

I SMPN I BAUBAU Drs. H.L.A. RASYID, M.Si Kec. Wolio 
2 SMPN 2 BAUBAU HANAFI, S.Pd Kec. Murhurn 
3 SMPN 3 BAUBAU SALAMUN, S.Pd, M.Pd Kec. Murhum 
4 SMPN 4 BAUBAU Drs. ABDUKL MAJID Kec.Murhuro 
5 SMPN 5 BAUBAU Drs. H. SAHALUDIN Kec. Kokalukuna 
6 SMPN 6 BAUBAU LA HER!, S.Pd, M.Pd Kec. Kokalukuna 
7 SMPN 7 BAUBAU HASRIN, S.Pd, M.Pd Kec. Murhurn 
8 SMPN 8 BAUBAU SAHRIN, S.Pd, M.Pd Kec. Lea- Lea 
9 SMPN 9 BAUBAU Drs. LA UDU Kec. Bungi 
10 SMPNIOBAUBAU H. RAHIM RAHIA, S.Pd Kec. Sorawolio 
II SMPN II BAUBAU DARWIN, S.Pd, M.Pd Kec. Bungi 
12 SMPNI2BAUBAU H. LA lSI, S.Pd Kec. Wolio 
13 SMPN 13 BAUBAU LA ZIMI, S.Pd Kec. Sorawolio 
14 SMPN14BAUBAU RAHIM, S.Pd Kec. Betoambari 
15 SMPN15BAUBAU LA MANE, S.Pd Kec. Betoambari 
16 SMPN 16 BAUBAU ZUNAIDIN Kec. Bungi 

ONSOWIJOYO, S.Pd 
17 SMPN17BAUBAU MUH. ASLIIU, S.Pd Kec. Wolio 

Sumber: Diknas Kola Baubau 

B. Deskripsi Implementasi Kebijakan Menajemen Peningkatan Mutu 
Peodidikan Berbasis Sekolah 

I. Sekolah Meoeogah Pertama Negeri 1 Baubau 

a. Letak Sekolah 

Sekolah Menengah Pertama Negeri I Baubau terletak di Jalan Jambu Nomor I 

Kecamatan Wolio Kola Baubau. Letak Sekolah Menengah Pertama Negeri I Baubau 

cukup strategis karena berada pada pusat kota sehingga akses untuk kesana sangat 

mudah dan dapat dijangkau dengan menggurtakan berbagai ala! transportasi darat. 
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Sebagai suatu sekolab yang berada dipusat Kota Baubau dan sebagai sekolab yang 

tetap menjaminkan mutu, maka SMPN I Baubau selalu berusaba untuk tetap menjadi 

sekolab terdepan dalam peningkatan mutu sekolab, Hal ini dijelaskan dalam 

wawancara dengan informen sebagai berikut : 

Untuk mengetabui kesiapan pelaksanaan MPMBS, kami mengidentifikasi 
sumberdaya yang ada baik berupa SDM maupun sumberdaya lainnya. 
Langkab selanjutnya adalab melibat tingkat kesiapan setiap fungsi-fungsi 
yang diperlukan untuk mencapai sasaran, yang dinyatakan : kekuatan, bagi 
faktor-faktor motivasi guru, motivasi siswa, hubungan guru 
siswa,penggunaan metode mengajar (yang tergolong faktor internal), 
peluang bagi faktor-faktor lingkungan fisik, lingkungan sosial (yang 
tergolong faktor faktor eksternal). Sedangkan tingkat kesiapan yang 
kurang memadai bermakna: kelemaban bagi faktor-faktor yang tergolong 
internal dan ancaman bagi faktor ekstemal, misalanya bagaimana 
kesesuaian kurikulum dengan kemajuan IPTEK dengan tuntutan 
masyarakat, perubahan nilai dan kesesuaian dengan karakteristik siswa. 
(Hasil wawancara denganKepala SMPN I Baubau, 19 Okober 2010). 

b. Kondisi Fisik Sekolah 

Kondisi fisik sekolab mempunyai peranan dan daya dukung yang cukup positif 

terbadap pelaksanaan proses belajar mengajar, oleh karena itu dalam bagian ini akan 

dikemukakan gambaran nyata mengenai kondisi fisik sekolab. Sekolab Menengab 

Pertama Negeri I Baubau yang terletak di Jalan Jambu Mete mempunyai luas tanah 

8.404 m'. Jenis konsttuksi gedung bersifat permanen yang terdiri dari : ruang kelas 26 

lokal yang meliputi ruang kelas Vll sebanyak 181okal, kelas Vlll sebanyak 14 lokal, 

kelas IX sebanyak 18 lokal. Selain itu, masih banyak terdapat ruangan lain antara lain 

: ruang kepala sekolab dengan ukuran 81 m', ruang guru dengan ukuran 81 m', ruang 

tata usaba dengan ukuran 81 m' ruang perpustakaan dengan ukuran 150 m' , ruang 

BP dengan ukuran 81 m', ruang UKS dengan ukuran 81 m', laboratorium IPA dengan 

ukuran 300m', kesenian dengan ukuran- m', ruang keterampilan dengan ukuran 84 
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m2
, laboratorim komputer dengan ukuran 150 m2 laboratorium bahasa dengan 

ukuran !50 m' , gudang dengan ukuran 48 m' , ruang OSIS dengan ukuran 36 m' , 

kantin dengan ukuran 50 m' , kamar mandi/toilet guru sebanyak 2 buah dengan 

ukuran 12 m'. Secara lengkap keadaan runagan yang dimiliki Sekolab Menengab 

Pertama Negeri I Baubau dapat dilibat pada label 4.2. berikut. 

Tabel : 4.Z 

Data Ruang Bela jar (Kelas) 

Jumlah dan ukuran mi. ruang 
umlah ruang ainnya g digunakan u. 

Kondisi h. ~an 
g digunakan ~· Ke1as 

umlah ~tuk 
m2 (a) ~'(b) m2 (c) (d) ={a+b+c) . Kelas 

f)={d+e) 

(e) 

Baik 16 134 . . 

F-sk ringan 10 10 . . 

F-sk sedang . . . -

Ksk Berat - - - -
sk Total -

Keterangan kondisi: 
Baik Kerusakan 

< 15% 
usak ringan 15% -< 

30% 
Rusaksedang 30%-< 

45% 
Rusakberat 45%-

65% 
Rusak total >65% 
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Tabel: 4 .3. 
Data Ruang Belajar Lainoya 

No Jenis Ruangan J wnlah ( Buah) Ukuran (p x 1 ) Kondisi 

1 Perpustakaan 1 M' 

2 Lab. IPA 2 M' 

3 Keterampilan 1 M' 

4 Multimedia 1 M' 

5 Kesenian 1 M' 

6 Lab. Bahasa 1 M' 

7 Lab. Komputer 1 M' 

8 PTD M' 

9 Serba Guna I Aula M' 

10 MediaPemb. M' 

Tabel: 4.4. 
Data Ruaog Kantor 

No Jenis Ruangan Jumlah (Buah) Ukuran (pxl) Kondisi 

1 Kepala Sekolah 1 M' 

2 Wakil Kepala Sekolah I M' 

3 Guru I M' 

4 Tala Usaha I M' 

5 Tamu I M' 

6 Lainnya ....... M' 
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Tabel : 4. 5. 
Data Ruang Penunjang 

No Jenis Ruangan Jumlah (boah) Ukuran (pxl) Kondisi 

I Gudang I 48m· Baik 

2 Dapur - m' 

3 Reproduksi . m' 

4 KMIWCGuru 6 12m2 Baik 

5 KM/WCSiswa 60m2 Baik 

6 BK 1 81m2 Baik 

7 IJKS I 81m2 Baik 

8 PMR I Pramuka I m' Baik 

9 Osis 1 36m2 Baik 

10 Ibadah I 183m2 Baik 

II Rumah Jabatan Kasek - m' 

12 Koperasi I m' Baik 

13 Hall/Lobi - m' 

14 Kantin I 50 rn2 Baik 

15 Rumah Pompa/Menara - m' 
wr 

16 Bangsal Kendaraan 1 ' Baik m· 

17 RumahJaga - m' 

18 Pos Jaga I 5m2 Baik 
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Tabel : 4. 6. 

Lapaogan Olahraga dan Upacara 

Lapangan Jumlah 
Ukuran Kondisi Keterangan 

(buah) 
(oxl) 

I. Lapangan Olabraga 

a. BASKET BALL I m' Baik 

b. VOLL Y BALL I m' Baik 

c. BULU TANGKIS I m' Baik 

d.SEPAK TAKRAW I m' Baik 

e.························· 

2. Lapangan Upacara 

c. Keadaan Siswa 

Jumlah seluruh siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri I Baubau dari kelas 

VII sampai dengan kelas IX sebanyak 1377 siswa yang terdiri dari 685 orang laki-

laki dan 692 orang perempuan. dilihat pada tabel4.7. 

Tabal : 4.7. 
Data Siswa 4 (Em pat Taboo Terakhir) 

umlah 
Kelas VII Kelas VITI Kelas IX (Kis. VII + VIII 

Tahun 
Jml Pendaftar kXl 

Pelajaran 
(Cin Siswa 

Baru) 
Jml 

Jml 
Jml 

urn! 
Jml 

Jml Siswa jR.ombel ~om !Rom !Rom Siswa 
bel 

Siswa 
bel 

Siswa 
bel 

005/2006 520 520 13 505 12 512 13 1537 

006/2007 17 17 3 97 2 61 2 475 6 

007/2008 II 48 6 99 6 65 6 512 8 

008/2009 80 64 6 23 6 68 6 555 8 

009/2010 76 76 4 30 9 95 9 406 2 

55 

42753

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



d. Penerimaan Siswa Baru 

Dokumen sekolah menunjukkan, keadaan pada saat penerimaan siswa baru 

Tahun Ajaran 2009/2010 secara lengkap dapat dilihat pada Tabel4.8 

Tabel : 4.8 
Data Penerimaan siswa baru T A 2009/2010 

Rencana Pendaftar Diterima Asal Siswa 
Penerimaan 

500 L p Jumlah L p Jumlah SD MI 

8 Kelas 70 30 100 70 30 100 100 -

e. Perkembangan Motu Siswa 

Perkembangan mutu siswa dalarn 3 tabun terakbir dapat dilihat pada tabel 4.9 

Tabel : 4. 9 
Perkembangan Motu Siswa 

Tahun Pelajaran Peserta 

2007/2008 452 

2008/2009 458 

2009/2010 487 

Rata-Rata NEM 

7,39 

7,53 

f. Keadaao Nilai Evaluasi Muroi Siswa pada Tahuo 2009/2010 

Nilai Evaluasi Murni NEM Siswa Sekolah Menengah Pertarna Negeri I 

Baubau adalah sebagai berikut : Bahasa Indonesia 8, I 0 Matematika 8,36, Ilmu 

Pengetahuan Alarn (lPA) 7,68, Bahasa Inggris 8,80 rata-rata NEM semua mala 

pelajaran adalah 8,24 dan lebih jelasnya dapat dilihat pada label 4.10 
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Tabel: 4. 10 
Nilai Evaluasi Murni NEM Tahun 2009/2010 

No Mata Pelajaran Rata-rata 

I Bahasa Indonesia 8,10 

2 Matematika 8,36 

3 IPA 7,68 

4 Babasa Inggris 8,80 

Rata~rata semua mata pelajaran 8,24 

g. Keadaan Guru dan Tenaga Administrasi 

1) Kepala Sekolah dan Guru 

Pada tahun ajaran 2009/2010 Sekolab Menengab Pertama Negeri I Baubau 

dipimpin oleh Drs. H.L.A. Rasyid, M.Si memiliki 116 guru yang terdiri dari 47 guru 

laki-laki dan 69 guru perempuan. Dari ke 116 orang guru tersebut yang berlatar 

pendidikan S2 8 orang, Sl 61 orang, berijazab D-Ill 18 orang dan berijazab D-II 29 

orang. Jadi sekitar 59,48% guru Sekolab Menengab Pertama Negeri I Baubau telab 

berijazab S2/S I. 

Untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme guru, maka Sekolab 

Menengah Pertama Negeri 1 Baubau senantiasa mengikutsertakan tenaga 

pengajamya dalam pelatihan/penataran/pendidikan berkaitan dengan pengembangan 

bidang studi yang mereka ajarkan, yang diadakan oleh berbagai instansi khususnya 

Dinas Pendidikkan. Disamping itu setiap guru terlibat dalarn kegiatan pemantapan 
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guru yang diadakan di Sekolah Menengah Pertama Negeri I Baubau. Hal 101 

dijelaskan dalam wawancara dengan informen sebagai berikut : 

Semua komponen sekolah mulai dan kepala sekolah, guru, tala usaha, 
orang tua siswa dilibatkan dalam membuat suatu kebijakan, diharapkan 
dengan pelibatan ini mereka ikut bertanggung jawab untuk mendnkung 
dan mengelola program atau kebijakan yang diputuskan. Pelibatan semua 
komponen sekolah dapat dilibat dan pelaksanaan evaluasi, sekolah 
melihatkan semua unsur dalam pembuatan program, khususnya guru dan 
staf agar dapat menjiwai setiap penilaian yang dilakukan dan memberikan 
alternatif pemecahan. Demikian pula orang tua dan masyarakat dilibatkan 
untuk menilai keberhasilan suatu program. Namun masih terdapat orang 
tua yang enggan untuk mengeluarkan pendapatnya kendati diberikan 
kebebasan untuk mengeluarkan ide, tanggapan dan kritikan, bahkan 
ketidaksetujuannya. (Hasil wawancara dengan Kepala SMPN I Baubau, 
19 Okober 20 10). 

Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bauhau juga mempunyai 6 orang guru 

bimbingan konseling (BK/BP), disamping membuka pelayanan konsultasi bagi para 

siswa, guru bimbingan konseling juga membuka konsultasi bagi masyarakat sekitar, 

terutama bagi orang tua siswa Selain itu, S.MP Negeri 1 Bau-Bau mernpunyai 5 

orang instruktur komputer, 6 orang instruktur bahasa pada laboratoriurn bahasa dan 

I 0 orang instruktur pada laboratoriurn IP A. Secara lengkap keadaan guru dan tenaga 

administrasi Sekolah Menengah Pertama Negeri I Baubau dapat dilihat pada Tabel 

4.11 dan4.12 

2). Keadaan Tenaga Administrasi 

Tenaga administrasi pada Sekolah Menengah Pertama Negeri I Baubau 

beljurnlah 22 orang yang terdiri dari 12 orang laki-laki dan I 0 orang perempuan. 
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Tabel : 4.11 
Jumlah Tenaga Kependidikan Berdasarkan Jenis Kelamin 

No Tenaga Kependidikan Laki-Laki Perempuan Jwnlab 

I Kepala Sekolab I - I 

2 Wakil Kepala Sekolab 2 2 4 

3 GuruPNS 40 47 87 

4 Guru Honorer 4 20 24 

5 Tenaga Administrasi 6 4 10 

6 PTT 6 6 12 

Jumlab 66 59 

Tabel : 4.12. 
Tenaga Kependidikan berdasarkan Jatar belakang peodidikan 

No Latar Belakang Pendidikan Jwnlab Keterangan 

I S2 8 

2 Strata II A-IV 61 

3 Sarjana Muda/D-111/A-III 18 

4 D-II/A-11 -
5 D-4 -
6 Tenaga Administrasi 10 

Jumlah 
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2. Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Baubau 

a. Letak Sekolah 

Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Baubau terletak di Jalan Betoambari 

No. 71 Kecamatan Murhwn Kola Baubau. Letak Sekolah Menengah Pertama 

Negeri 3 Baubau, cukup strategis karena dapat dijangkau melalui dua arab yaitu, arab 

utara yang merupakan bagian depan atau pintu gerbang Sekolah Menengah Pertama 

Negeri 3 Baubau dapat dicapai melewati jalan Betoambari No. 71 Kola Baubau, 

sedangkan arab selatan merupakan bagian belakang, atau pintu bagian belakang dapat 

dicapai melewati Jalan Latsitarda sebelah timur berbatasan dengan Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 4 Baubau dan sebelah barat berbatasan dengan SMU 

Negeri 4 Baubau. Infonnen penelitian menjelaskan sebagai berikut : 

Bahwa letak SMPN 3 Baubau terletak dijalan Betnambari, jalan tersebut 
sebagai jalan protokol, dan sebagai sekolah yang menjadi salah satu 
sekolah yang berstandar RSBI, tentunya untuk tetap meningkatkan mutu 
sekolah kami terus melakukan sosialisasi dengan cara mengadakan rapat 
dengan seluruh perangkat sekolah yaitu wakil kepala sekolah, para dewan 
guru, karyawan da selnajutnya kami melakukan rapat dengan pengurus 
komite sekolah, untuk memahami program MPMBS yang dilaksanakan 
serta menentukan strategi program tersebut. (Hasil wawancara dengan 
Kepala SMPN 3 Baubau, 19 Okober 2010). 

Hasil wawancara dengan infonnan lain dalam penelitian ini mengungkapkan 

sebagai berikut : 

"Kami tidak memungkiri kalau perbatian kepala sekolah terhadap 
peningkatan cukup baik namun masih terdapat pemahaman bahwa 
keberadaan kepala SMP Kola Baubau sangat terbatas yang memberikan 
informasi kepada guru secara detail alas Pelaksanaan dan pembelajaran 
sesuai tujuan dari peningkatan mutu sekolah, karena mereka sendiri 
sebenamya tidak paham atas pekeijaan tersebut. Kenyataan ini 
berhubungan dengan diklat yang dimiliki oleh para guru karena apapun 
yang ditanyakan kepaala sekolah yang berhubungan dengan implementasi 
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kebijakan MPMBS tidak memahami bahkan namun demikian tidak semua 
guru dapat dikatakan tidak memahami alas tujuan MPMPBS, diarahkan 
pada bal lain, Narnun apabila kondisi ini dibiarkan sangat menyulitkan 
guru-guru SMP alas informasi-informasi yang dibutuhkan dalarn rangka 
mengurus kebutuhan administrasi diri." (Wawancara dengan guru SMP 3 
Baubau, tanggal19 Juni 2010). 

b. Kondisi Fisik Sekolah 

Kondisi fisik seko1ah mempunyai peranan dan daya dukung yang cukup 

positif terhadap pelaksanaan proses be1ajar mengajar, o1eh karena itu dalarn bagian 

ini akan dikemukakan garnbaran nyata mengenai kondisi fisik seko1ah. Luas Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 3 Baubau yaitu 14.673 m' dengan 1uas bangunan 

keseluruhannya adalah 4.097 m2. Jenis konstruksi gedung bersifat permanen yang 

terdiri dari : ruang ke1as 26 1okal yang me1iputi ruang kelas I sebanyak 9 lokal, kelas 

II sebanyak I 0 lokal, kelas III sebanyak 9 lokal. Selain itu, masih banyak terdapat 

ruangan lain antara lain : ruang kepala sekolah dengan ukuran 24 m', ruang guru 

dengan ukuran 200 m', ruang lata usaha dengan ukuran 135 m' ruang perpustakaan 

dengan ukura 219 m' , ruang BP dengan ukuran 54 m', ruang UKS dengan ukuran 30 

m2, laboratorium IPA dengan ukuran 300m2, kesenian dengan ukuran 280m2, ruang 

keterarnpilan dengan ukuran 300 m', laboratorim komputer dengan ukuran 213 m' 

laboratorium bahasa dengan ukuran 213 m', gudang dengan ukuran 145 m' , ruang 

OSIS dengan ukuran 30 m' , kaolin dengan ukuran 60 m' , kamar mandi/toilet guru 

sebanyak 16 buah dengan ukuran 72 m'. Secara 1engkap keadaan runagan yang 

dimiliki Luas Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Baubau dapat dilihat pada tabel 

4.13 sarnpai dengan tabel4.17. 
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Tabel : 4.13 
Data Ruang Belajar (Kelas) 

Jumlah dan ukuran mi. ruang umlah 
amnya 

fuar>g yg 
Kondisi Ukuran Ukuran Ukuran 

Jurnlah g digunakan ~gunakan u. 
7x9m2 >63m2 <63m2 

d) '"(a+b+c untuk R. Kela ~· Kelas 
(a) (b) (c) (e) f}=(d+e) 

Baik 20 6 lruang, 6 

fl.sk ringan 
yaitu: R. 
Ketrampilan 

~k sedang 14 

fl.sk Berat 

~sk Total 

Keterangan kondisi: 

Baik Kerusakan < 15% 
Rusak ringan 15%-<30% 
Rusaksedang 30%-<45% 
Rusak berat 45%-65% 
Rusak total >65% 

Tabel : 4.14. 
Data Ruang Belajar Laionya 

No Jenis Ruangan Jurnlah Ukuran (pxi) Kondisi 
(buah) 

I Perpustakaan 2 2I9 m" baik 
2 Lab. IPA 2 300m' baik 
3 Keterampi1an 2 300m2 baik 

4 Multimedia I 63 m baik 

5 Kesenian I 280m2 baik 

6 Lab. Bahasa 2 213m2 baik 

7 Lab. Komputer 2 213m2 baik 

8 PTD 
9 Serbagunalaula I 200m2 baik 

10 MediaPemb. I 63 baik 
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Tabel : 4.15. 
Data Ruang Kantor 

Jenis Ruangan Jumlab (buab) Ukuran (ox!) Kondisi 

I. Kepala Sekolab I 24m2 baik 

2. Walcil Kepala Sekolah I 150m2 baik 

3. Guru I 200m2 baik 

4. Tala Usaba I 135m2 baik 

5. Tamu I 24m2 baik 

Lainnya: .................. 

Tabel4.16. 
ata uaoe:. enuo D R P 

··~ No Jenis Ruangan Jurnlab (buah) Ukuran (pxl) Kondisi 

I Gudang 2 145m' I baik, I R 

2 Dapur I m' baik 

3 Reproduksi - m' 

4 KMIWCGuru 3 24m2 baik 

5 KM!WCSiswa 13 48m2 baik 

6 BK I 54m2 baik 

7 UKS I 30m2 baik 

8 PMR I Pramuka I 12m2 baik 

9 Osis I 30m2 baik 

10 Ibadab I 255m2 baik 

11 Rurnab Jabatan Kasek I 120m2 baik 

12 Koperasi I 24m2 baik 

13 Hall/Lobi - m' 

14 Kantin 2 60m2 baik 

15 Rumah Pompa/Menara 2 m' 
atr 

16 Bangsal Kendaraan I 30m2 baik 

17 RurnabJaga I 45m2 baik 

18 PosJaga I 6m2 baik 
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Tabel: 4.17. 

Lapangan Olabraga dan U pacara 

Lapangan Jurnlah Ukuran (pxl) Kondisi Keterangan 
(buah) 

1. Lapangan Olahraga 

a. Bola Basket 1 14 X 26 baik 

b. Bola Voly I 18x9 baik 

c. Bulu Tangkit 1 13,40 X 6,]0 baik 

d. Sepak Takraw 1 13,42 X 6,]0 baik 

2. Lapangan Upacara 

c. Keadaan Siswa 

J urnlah seluruh siswa Luas Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Baubau dari 

kelas VII sampai dengan kelas IX sebanyak 707 siswa. Keadaan masing-masing 

kelas adalah sebagai berikut: kelas VII sebanyak 9 kelas dengan jurnlah siswa 231 

orang yang terdiri dari 105 orang laki-laki dan 126 perempuan. Kelas VIJJ sebanyak 9 

kelas dengan jurnlah siswa 230 orang yang terdiri dar107 laki-laki dan 123 

perempuan. Kelas IX sebanyak 9 kelas dengan jurnlah siswa 246 orang yang terdiri 

dan 103 orang laki-laki dan 143 orang perempuan. 

Untuk lebihjelasnya dapat dilihat pada tabel4.18. 
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Tabel : 4.18. 
Data Siswa 4 (empat) Tahun Terakhir 

Jumlah 

Jml Kelas VII Kelas VIII Kelas IX (Kis. VII + VIII + 

Tahun Pendaftar IX 

Pelajaran Cln Sisw Jml 
Jml 

ml 
Barn) jml Rom Jml 

Jml ~om Siswa Rom be 
~om Siswa Siswa bel Siswa 
bel ~I 

811 
311 311 8 248 9 252 8 

2005/2006 5 

885 
006/2007 333 333 9 292 8 260 9 

6 

866 
007/2008 314 314 9 306 9 246 8 

6 

871 
008/2009 308 308 10 271 9 292 9 

8 

707 
009/2010 231 231 9 230 9 246 9 

7 

d. Penerimaan Siswa Baru 

Dokumen sekolah menunjukkan, keadaan pada saat penerimaan siswa barn 

Tahun Ajaran 2009/2010 secara lengkap dapat dilihat pada Tabel4.19 

Tabel : 4.19 
Data Penerimaan siswa baru TA 2009/2010 

Rencana Pendaftar Diterima Asal Siswa 
Penerimaan 

500 L p Jumlh L p Jumlah SD MI 

9 Kelas 100 131 231 100 131 231 100 -
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e. Perkembangan Motu Siswa 

Perkembangan mutu siswa dalam 3 tahun terakhir dapat dilibat pada tabel 4.20 

Tabel : 4.20. 
Perkembangan Motu Siswa 

Tahun Pelajaran Peserta Rata-rata NEM 

2007/2008 246 6,61 

2008/2009 292 6,65 

2009/2010 246 

f. Keadaan Nilai Evaluasi Murni siswa pada tabun 2009/2010 

Nilai Evaluasi Mumi siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Baubau 

adalah sebagai berikut: Bahasa Indonesia 7,88, Matematika 8,29, Ilmu Pengetahuan 

Alam (IPA) 8,06, Bahasa Jnggris 8,31, rata-rata Nilai Evaluasi Murni NEM adalah 

8,14 dan lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel4.21. 

Tabel4.21. 
Nilai Evaluasi Muroi NEM Tahuo 2009/2010 

No Mata Pelajaran Rata-rata 

I Bahasa Indonesia 7,88 

2 Matematika 8,29 

3 !PA 8,06 

4 Bahasa Inggris 8,31 

Rata-rata semua mata pelajaran 8,14 
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g. Keadaan Guru dan Tenaga Admioistrasi 

1) Kepala Sekolab dan Guru 

Pada tahun ajarnn 2009/2010 Sekolab Menengab Pertama Negeri 3 Baubau 

dipimpin o1eh Drs. Laode Abdul Hamid memiliki 73 orang guru bidang studi yang 

terdiri dari 31 guru laki-laki dan 42 orang guru perempuan . Dari ke 73 orang guru 

tersebut yang berlatar pendidikan S1 53 orang, berijazah D-Ill 10 orang dan berijazah 

D-11 4 orang. Jadi sekitar 85% guru Seko1ab Menengab Pertama Negeri 3 Baubau 

telab berijazah S 1. 

Untuk meningkatkan kualitas dan profesioualisme guru, maka Sekolab 

Menengah Pertama Negeri 3 Baubau senantiasa mengikutsertakan tenaga 

pengajamya da1am pe1atihan/penataran/pendidikan berkaitan dengan pengembangan 

bidang studi yang mereka ajarkan, yang diadakan oleh berbagai instansi khususnya 

Dinas Pendidikkan. Disamping itu setiap guru terlibat dalam kegiatan pementapan 

guru yang diadakan di Seko1ab Menengab Pertama Negeri 3 Baubau 

Seko1ah Menengah Pertama Negeri 3 Baubau juga mempunyai 4 orang guru 

bimbingan konse1ing (BKIBP), disamping membuka pe1ayanan konsultasi bagi para 

siswa, guru bimbingan konseling juga membuka konsultasi bagi masyarakat sekitar, 

terutama bagi orang tua siswa Selain itu, Seko1ab Menengab Pertama Negeri 3 

Baubau mempunyai 3 orang instruktur komputer, 2 orang insttuktur babasa pada 

1aboratorium babasa dan 2 orang ahli pada 1ahoratorium 1P A. Secara 1engkap keadaan 

guru dan tenaga administrasi Seko1ab Menengab Pertama Negeri 3 Baubau dapat 

di1ihat pada Tabe1 4.22 dan 4.23 
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2). Keadaan Tenaga Administrasi 

Tenaga administrasi pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Baubau 

berjumlah 4 orang yang terdiri dari 3 orang laki-laki dan I orang perempuan. 

Tabel : 4.22 
Jumlab Tenaga Kependidikan berdasarkan Jenis Kelamin 

No Tenaga Kependidikan Laki-Laki Perernpuan Jumlah 

I Kepala Sekolah I - I 

2 Wakil Kepala Sekolah 4 - 4 

3 GuruPNS 29 40 69 

4 Guru Honorer 2 21 4 

5 T enaga Administrasi 3 4 

Jumlah 39 43 82 

Tabel: 4.23 
Tenaga Kependidikan berdasarkan Jatar belakang pendidikan 

No Latar Belakang Pendidikan Jumlah Keterangan 

I Strata 1/A-IV 57 

2 Sarjana Muda!D-Ill/A-III 8 

3 D-Ill A-Il 3 

4 D-4 -

5 Tenaga Administrasi 4 

Jumlah 82 
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3. Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Baubau 

a. Letak Sekolah 

Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Baubau terletak di Jalan Anoa 

Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau. Letak Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 

Baubau sekitar 6 km arab Timur Kola Baubau dan bisa ditempuh dengan 

menggunakan angkutan Darat 

Salah satu infonnen penelitian mengungkapkan sebagai berikut : 

Sebagai Kepala Sekolah yang memimpin Sekolah Menengah Pertama 
Negeri 5 Baubau, dimana SMPN 5 Baubau berada dijalan poros dan 
merupakan salah satu sekolah yang menerima siswa sewilayah kecamatan 
kokalukuna, maka saya senantiasa terns memberikan perhatian kepada 
bawahan untuk kelancaran pengelolaan sekolah utamanya yang 
berhubungan dengan peningkatan mutu sekolah. Hal demikian yang selalu 
menjadi perhatian saya pada segenap guru dan staflkaryawan, yaitu 
masalah keuangan seperti pembayaran gaji bagi guru, tunjangan urnurn 
maupun tunjangan lain - lain serta keuangan lainnya tetap mempedomani 
administrasi keuangan yang berlaku, bal ini dilakukan sama saja dengan 
kelancaran pengelolaan keuangan seperti uang rutin dana lain-lain 
sebagaimana Ielah dijelaskan, yaitu pembayaran gaji dan tunjangan lainya 
bagi guru dan staf tata usaba pada SMPN 5 Baubau atau dan tunjangan 
urnum bagi guru dan pegawai dilakukan bersamaan dengan pembayaran 
gaji. Awal bulan sudab dilakukan pembayaran." (basil wawancara dengan 
Kepala SMPN 5 Baubau, tanggal 12 Juni 2010). 

b. Kondisi Fisik Sekolah 

Kondisi fisik sekolah mempunyai peraoan dan daya dukung yang cukup positif 

terhadap pelaksanaan proses belajar mengajar, oleh karena itu dalam bagian ini akan 

dikemukakan gambaran nyata mengenai kondisi fisik sekolah. Sekolah Menengah 

Pertama Negeri 5 Baubau yang terletak di jalan Anoa mempunyai luas tanah 21.607 

m' dengan luas bangunao keseluruhaonya adalah 1.276 m'. Jenis konstruksi gedung 

bersifat permaoen yang terdiri dari : ruang kelas 17 lokal yang melipoti ruang kelas 
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VII sebanyak 4 lokal, kelas VIII sebanyak 5 lokal, kelas IX sebanyak 4 lokal. Selain 

itu, masih banyak terdapat ruangan lain antara lain : ruang kepala sekolah dengan 

nkuran 36 m', ruang guru dengan nkuran 63 m', ruang tata usaha dengan nkuran 54 

m', ruang perpustakaan dengan nkuran 185,8 m', ruang keterampilan dengan nkuran 

162 m', laboratorim komputer dengan nkuran 150 m', gudang dengan nkuran 

126m' , ruang OSIS dengan nkuran 35 m' , kantin dengan nkuran 36 m' , kamar 

mandi/toilet guru sebanyak 4 buah dengan nkuran 4 m' . Secara lengkap keadaan 

runagan yang dimiliki Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Baubau dapat dilihat 

pada tabel4.24 sampai dengan tabel4.28. 

Tabel : 4.234 
Data Ruang Bela jar (Kelas) 

J umlah dan ukuran mi. ruang urnlah 
ainnya l-uang yg 

Kondisi Ukuran Ukuran Ukuran 
Jurnlah g digunakan digunakan u. 

7x9m2 >63m2 <63m2 untuk R. Kela ~· Kelas d) ={a+b+c 
(a) (b) (c) (e) fF(d+e) 

Baik 13 I ruang, 13 

R.sk ringan 
yaitu: R. 
Ketrampilan 

R.sk sedang 

~kBerat 

~kTotal 

Keterangan kondisi: 

Baik Kerusakan < 15% 
Rusak ringan 15%- < 30% 
Rusak sedang 30%-<45% 
Rusak berat 45%-65% 
Rusak total >65% 
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Tabel : 4.25. 
ala uane: eaJar amnya D R Bl" L" 

No Jenis Ruangan Jurnlah Ukuran (pxl) Kondisi 
(buah) 

I Perpustakaan I m' baik 
2 Lab. IPA I m" rusak 
3 Keterampilan I 162m2 baik 

4 Multimedia " m' -
5 Kesenian - m' -

6 Lab. Bahasa I m' baik 

7 Lab. Komputer I m' baik 

8 PTD I m' baik 

9 Serbaguna/aula I m' baik 

10 MediaPemb. I m' baik 

Tabel : 4.26. 
Data Ruang Kantor 

Jeois Ruane:an Jumlah (buah) Ulrnran lvxl) Kondisi 

Kepala Sekolah I 36m2 baik 

Wakil Kepala Sekolah I 12m2 baik 

Guru I 63m2 baik 

Tata Usaha I 63 m2 baik 

Tamu I 21m2 baik 

Lainnya: ... ... ... ... ... 
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Tabel 4.27. 
Data Ruang Penunjang 

No Jenis Ruangan Jumlah (buah) Ukuran (pxl) Kondisi 

I Gudang I 126m' baik 

2 Dapur - m' baik 

3 Reproduksi - m' 

4 KM/WCGuru 4 16m2 baik 

5 KMIWC Siswa 4 16m2 baik 

6 BK 1 21m2 baik 

7 UKS 1 9m2 baik 

8 PMR I Pramuka 1 42m2 baik 

9 Osis 1 42m2 baik 

10 Ibadah 1 136m2 baik 

11 Rumah Jabatan Kasek - m' baik 

12 Koperasi 1 26m2 

13 Hall/Lobi - m' baik 

14 Kantin 1 26m2 

15 Rumah Pompa/Menara - m' 

16 atr 

17 Bangsal Kendaraan - m' 

18 RumahJaga - m' 
Pos Jaga - m' 
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Tabel4.28. 

Lapangan Olabraga dan Upacara 

Jumlah 
Lapangan (buah) Ukuran (pxl Kondisi Keterangan 

I. Lapangan Olahraga 

a. Bola Basket . . . 
b. Bola Voly I 9x 18 baik 

c. Bulu Tangkis I 9 X 18 baik 

d. Sepak T akraw I 9 X 18 baik 

2. Lapangan Upacara I SOx 50 baik 

c. Keadaan Siswa 

Jumlab seluruh siswa Sekolah Menengab Pertama Negeri 5 Baubau dari kelas 

VII sampai dengan kelas IX sebanyak 160 siswa yang terdiri dari orang Jaki-laki 

dan 154 perempuan. Keadaan masing·masing kelas ada1ab sebagai berikut: kelas VII 

sebanyak 4 kelas dengan jumlab siswa 110 orang yang terdiri dari 58 orang laki-laki 

dim 52 perempuan. Kelas VIII sebanyak 5 kelas dengan jumlab siswa 104 orang 

yang terdiri dari 49 1aki-laki dim 55 perempuan. Ke1as IX sebanyak 4 ke1as dengan 

jumlah siswa 102 orang yang terdiri dari 55 orang laki-laki dim 47 orang perempuan. 

Untuk 1ebihje1asnya dapat dilihat pada tabe14.29. 
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Tabel : 4.29. 
Data Siswa 4 (empat) Tabun Terakhir: 

Jumlab 
ml Kelas VII Kelas VIII Kelas IX (Kis. VII + VIII + 

Tahunb 
Pendaftar IX) 
Cln 

Pelajaran 
~iswa Jml Jml Jml 
~aru) Jml 

Rom 
Jml 

Rom 
Jml 

Rom Siswa Rom bel Siswa Siswa Siswa 
bel bel bel 

4 4 4 322 12 
127 127 105 91 

2005/2006 

2006/2007 107 107 4 97 4 95 4 299 12 

2007/2008 100 100 4 98 4 97 4 285 12 

2008/2009 105 105 4 102 4 93 4 298 12 

2009/2010 112 ·112 5 97 4 102 4 298 13 

d. Penerimaan Siswa Baru 

Dokumen sekolah menunjukkan, keadaan pada saat penerimaan siswa baru 

tahun ,Yaran 2009/2010 secara lengkap dapat dilihat pada Tabel4.30. 

Tabel4.30. 
Data Penerimaan Siswa Baru TA 200912010 

Rencana 

Penerimaan Pendaftar Diterima Asal Siswa 

L p Jumlah L p Jumlah SD MI 

5 Kelas 90 90 180 90 90 180 180 -
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e. Perkembangan Motu Siswa 

Perkembangan mutu siswa dalam 3 tahun terakhir dapat dilihat pada tabe14.31 

Tabel4.3l. 
Perkembangan mutu siswa 

Tahun Pelajarnn Peserta Rata-rata NEM 

2007/2008 95 6,84 

2008/2009 97 7,06 

2009/2010 107 .......... 

f. Keadaan Nilai Evaluasi Murni Siswa pada Tabun 2008/2009 

Nilai Eva1uasi Mumi siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Baubau 

ada1ah sebagai berikut: Bahasa Indonesia 7,28, Matematika 8,22, Ilmu Pengetahuan 

Alam (IPA) 7,90, Bahasa Inggris 7,96, Rata-rata Nilai Evaluasi Mumi NEM adalah 

7,84 dan lebihjelasnya dapat di1ihat pada tabe14.32 

Tabel: 4.32 
Nilai Evaluasi Murni NEM Taboo 2008/2009 

No Mala Pelajaran Rata-rata 

1 Bahasa Indonesia 7,28 

2 Matematika 8,22 

3 IPA 7,90 

4 Bahasa lnggris 7,96 

Rata-rata sernua mata pelajaran 7,84 
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g. Keadaan Guru dan Teoaga Administrasi 

1) Kepala Sekolah dan Guru 

Pada tahun ajaran 2009/2010 Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Baubau 

dipimpin oleh H. Sahaludin, BA memiliki 50 orang guru bidang studi yang terdiri 

dari 21 guru laki-laki dan 29 guru perempuan . Dari ke 50 orang guru tersebut yang 

berlatar pendidikan S2 sebanyak 2 orang, Sl sebanyak 30 orang, berijazah D-Ill 

sebanyak 4 orang dan berijazah D-11 sebanyak 14 orang. Jadi sekitar 64 % guru 

Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Baubau telah berijazahS2/ S I. 

Peningkatan kualitas dan profesionalisme guru, maka Sekolah Menengah 

Pertama Negeri 5 Baubau senantiasa mengikutsertakan tenaga pengajamya dalam 

pelatihanipenataran/pendidikan berkaitan dengan pengembangan bidang studi yang 

mereka ajarkan, yang diadakan oleh berbagai instansi khususnya Dinas Pendidikkan. 

Disamping itu setiap guru terlibat dalam kegiatan pemantapan guru yang diadakan di 

Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Baubau. 

Hal senada lebih lanjut informen penelitian menjelaskan sebagai berikut : 

Peningkatan kesejahteraan Guruistaf dan tenaga kependidikan lainnya 
maka pihak kami SMPN 5 Baubau, tetap berpedoman dan berdasar pada 
petunjuk yang ada, bagi guru-guru dan staf Tata Usaha di SMPN 5 
Baubau ada juga honor insidentil. Informan penelitian menuturkan "Ada 
honor insidentil, pembayaran dan besar honor tidak menentu. T etapi honor 
insidentil diberikan hanya kepada guru-guru dan tenaga kependidikan 
yang benar-benar bekeija serius, Kepala Sekolah sebagai Pimpinan yang 
melakukan pemantauan kineija."(basil wawancara dengan Kepala SMPN 
5 Baubau, tanggal 12 Juni 2010). 

Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Baubau juga mempunyai 3 orang guru 

bimbingan konseling (BKIBP), disarnping membuka pelayanan konsultasi bagi para 
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siswa, guru bimbingan konseling juga membuka konsultasi bagi masyarakat sekitar, 

terutama bagi orang tua siswa. Selain itu. Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 

Baubau mempunyai 2 orang instruktur komputer, 3 orang instruktur babasa pada 

laboratorium bahasa dan 2 orang pada laboratorium JP A. Secara lengkap keadaan 

guru dan tenaga administrasi Sekolah Menengab Pertarna Negeri 5 Baubau dapat 

dilihat pada Tabel 4.33 dan 4.34. 

2). Keadaan tenaga administrasi 

Tenaga administrasi pada Sekolah Menengab Pertama Negeri 5 Baubau 

berjumlah 9 orang yang terdiri dari 4 orang laki-laki dan I 0 orang perempuan. 

Tabel : 4.33. 
Jumlah tenaga kependidikan berdasarkan jenis kelamin 

No Tenaga Kependidikan Laki-Laki Perempuan Jumlah 

1 Kepala Sekolah I I 

2 W akil Kepala Sekolah 1 I 

3 GuruPNS 17 23 39 

4 Guru Honorer 2 6 8 

5 Tenaga Administrasi 4 10 14 

Jumlah 27 39 64 
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Tabel : 4.34. 
Tenaga kependidikan berdasarkan Jatar belakang pendidikan 

No Latar Belakang Pendidikan Jumlab Keterangan 

I Strata 2/SI 32 

2 Srujana Muda!D-IIVA-Ill 4 

3 D-WA-11 14 

4 D-4 -
5 Tenaga Administrasi 14 

Jumlab 64 

C. Deskripsi Implementasi Peningkatkan Mutu Pendidikan SMPN di Kota 
Baubau 

Untuk mengetahui implementasi kebijakan MPMPBS dalam meningkatkao 

mutu Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Baubau dikaji dengan 

menggunakan dimensi Pengorganisasian dalam Pembelajaran. Interprestasi dan 

Penerapan atau aplikasi sebagai berikut. 

1. Pelaksanaan dan Pengorganisasian Pembelajaran 

Kegiatan menggerakkan orang-orang lain untuk menjalankan kegiatan 

administrasi I manajemen adalab kepemimpinan (leadership). Kepemimpinan yang 

menentukan arah dan tujuan, memberikan bimbingan dan menciptakan iklim keija 

yang mendukung pelaksanaan proses adrninistrasi secara keseluruhan. Kesalahan 

dalam kepemimpinan dapat mengakibatkan gagalnya suatu organisasi dalam 

menjalankan misinya, bal demikian merupakao keberhasilan dalam peningkatan mutu 

sekolab yang diawali dengan pengorganisasian dalam pelaksanaan pembelajaran di 

sekolab. 
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Sekolah merupakan Jembaga pendidikan yang berfungsi sebagai Unit 

Pelaksana Teknis (UPT) pendidikan jalur sekolah, dipimpin oleh seorang kepala 

sekolah. Kepala sekolah bertanggnng jawab atas kelancaran dan keberhasilan semua 

pengaturan dan pengelolaan sekolah secara fonnal kepada Kepala Dinas Pendidikan 

Nasional dan secara informal kepada masyarakat. Dalam teknis pelaksanaannya 

kepala sekolah dibantu oleh beberapa orang wakil yaitu Wakil kepala sekolah urusan 

humas, W akil kepala sekolah urusan kurikulurn, W akil kepala sekolah urusan 

kesiswaan dan Wakil kepala sekolah urusan sarana dan prasarana serta Kepala Tala 

Usaha dan seluruh Staf Tala Usaha. 

Penerapan kebijakan manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah peran 

kepala sekolah terhadap pelaksanaan dan pengorganisasian pembelajaran pada SMPN 

di Kola Baubau selurnhnya diberikan tanggung jawab/wewenang kepada kepala 

sekolah tentang pembagian tugas pada pegawai/staf lata usaha. Jni menunjukkan 

bahwa seorang kepala sekolah memberikan kewenangan dan kesempatan kepada 

anggotanya untuk ikut serta bertanggung jawab dan melaksanakan sesuai dengan 

tugas pokok masing-masing, dialkukan dengan tujuan untuk meningkatkan mutu 

pendidikan. Pemimpin percaya bahwa anggolanya memiliki kemampuan dan 

tanggung jawab dalarn melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan tertntu yang 

diharapkart 

Administrasi program pengajaran merupakan kegiatan yang meliputi 

pengaturan seperangkat program pengalaman belajar yang disusun untuk 

mengembangkan kemampuan siswa sesuai dengan tujuan sekolah. Tujuan 

administrasi program pengajaran adalah sebagai pedoman ; 
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- perencanaan aktivitas pembelajarnn di sekolab 

- pelaksanaan pernbelajarnn di sekolab 

- pengendalian pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan perencanaan 

- pengukuran tingkat keberhasilan aktivitas pernbelajarnn di sekolab 

Komponen Adrninistrasi Program Pengajarnn, a). Penelaan program pengajaran, 

b). Rencana program pengajaran, c). Pengernbangan kutikulnm muatan lokal. 

Sedangkan tujuan kutikulnm rnuatan lokal adalab : 

- memanfaatkan somber daya alam, sosial dan budaya masyarakat dalam 

pembelajarnn 

- rnemenuhi kebutuban daerab berkaitan dengan pendidikan 

- mengembangkan budaya setempat 

- menyelaraskan kehidupan sekolab dengan kehidupan masyarakat sebenarnya 

- menumbuhkembangkan rasa memiliki dan rasa bangga terhadap apa yang 

dimiliki daerab. 

Untuk mempertegas informasi tersebut di atas informen penelitian memberikan 

informasi sebagai berikut : 

''Sesuai program pengajaran pada SMPN 5 Baubau memiliki kebiasaan 
ditanarnkan pada setiap guru bekerja keras, berorientasi masa depan, 
berorientasi pada keberhasilan, serta mampu mengelola administrasi 
pengajaran sesuai waktu yang telah ditentukan. Mereka dapat mengatur 
proses belajar mengajar berdasarkan waktunya dengan baik dan 
proporsional, dengan tetap berpedoman pada sistem administrasi 
pengajaran dengan barapan berjalan dengan baik tanpa mengganggu 
kelancaran pelaksanaan tugas lain. Tentu ada juga yang tidak memiliki 
dorongan yang kuat untuk berprestasi tetapi jumlalmya tidak dominan. 
Misalnya, kalau ditugaskan dalarn jam mengajar ia tidak masuk karena 
berbagai macarn alasan. (wawancara dengan Kepala SMPN 5 Baubau, 
tanggal 18 Juli 2010). 
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Kecenderungan sikap gnru yang menilai positif terhadap kineija gnru 

diinterprestasikan sebagai bentuk perhatian sekaligus keinginan gnru akan pentingnya 

gaya kepemimpinan kepala sekolah dalam pelaksanaan dan pengorganisasian 

pembelajaran di sekolah dan data diperoleh bahwa bahwa hampir semua SMPN di 

Kota Baubau, memang tidak pemah membuat ketentuan tentang standar 

pengorganisasian pembelajaran pacta sekolah akan tetapi mereka hanya berpatokan 

pacta petunjuk yang telah ada, sehingga ketika para gnru harus melaksanakan proses 

pembelajaran berurusan dihadapkan pacta suatu kenyataan bahwa cepat atau 

lambatnya pelaksanaan dan pengorganisasian pembelajaran mereka sangat 

bergantung pacta kepala sekolah yang mengnrusi kepentingan tersebut. Penyelesaian 

orusan ini sering kah dihadapkan kepada kepala sekolah dengan alasan bahwa Kepala 

Sekolah selaku pejahat yang berwenang untuk menandatangani dokomen-dokumen 

yang berhubungan dengan sekolah tersebut sedang tidak berada ditempat, sementara 

pejebat lain di bawah Kepala Sekolah menyatakan bahwa mereka tidak memiliki 

kewenangan untuk menandatangani dokomen tersebut. Berdasarl<an basil wawancara 

dengan kepala sekolah lainnya, diperoleh keterangan yang seropa bahwa gnru 

seringkali dipanggil oleh Kepala Sekolah atau diundang menghadiri rapat-rapat 

penting di Kantor Walikota 

Sebagaimana informasi tersebut di atas informen penelitian memberikan 

infonnasi sebagai berikut : 

"Kami sebagai Kepala sekolah memang tidak bisa menghindari apabila 
ada pertemuan dengan Kepala Dinas atau rapat dengan Bapak Walikota 
Baubau, atau rapat-rapat dengan pihak lain yang harus dihadiri dan tidak 
bisa diwakili, sementara disisi lain ada satu tugas pokok yang tidak bisa 

81 

42753

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



diwakilkan pula pada orang lain. Kedudukan kami sebagai Kepala sekolab 
merupakan posisi sulit untuk menentukan sikap dalam pengambilan 
keptusan dan pembagian tugas ". ( wawancara dengan Kepala SMPN I 
Baubau, tanggal 19 Juli 2010). 

Kondisi ini tentu saja membawa akibat pada lambatnya pelaksanaan 

pengorganisasian pembelajaran bagi sekolab, sering kali guru SMPN di Kota Baubau 

banya bisa menungu kepala sekolab karena kepala sekolab yang memberi petunjuk 

lebih jauh tentang proses pembelajaran agar berkas dapat ditinggalkan petunjuk oleh 

kepala sekolab. Hal ini semakin buruk ketika kepala sekolab dihadapkan pada suatu 

persoalan dimana justru kepala sekolah selaku pimpinan yang menangani urusan 

yang dimohon sedang tidak berada ditempat, dengan alasan sedang keluar ( tidak jelas 

kemana, untuk kepentingan apa dan kapan kembalinya), sementara tidak ada satupun 

guru yang menggantikarmya, dengan alasan babwa guru tidak bisa menggantikan 

kepala sekolab sehingga kita harus menunggu sampai kepala sekolab kembali ke 

kantor/sekolah 

Dengan asumsi bahwa kajian pelaksanaan dan pengorganisasian pernbelajaran 

lebih menekankan bagaimana presepsi informen sendiri mengenai pelaksanaan dan 

pengorganisasian pembelajaran yang dilakukan oleh guru di Kota Baubau yang 

dihubungkan dengan tugas/pekerjaanya sendiri. Pertanyaan wawancara ini ditujukan 

pada guru dan kepala sekolab yang saling memiliki hubungan kerja satu sama lain, 

Jawaban yang diperoleh penulis melalui basil wawancam dengan infonnen terhadap 

indikator-indikator tersebut dilibat pada label sebagai berikut: 

"Pengorganisasian pembelajaran yang dilakukan oleh harnpir semua 
SMPN di Kota Bauhau guna memantapkan proses pembelajran yang baik 
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dalam sebuah sekolah utamanya dalam membangun kebersamaan yang 
tetap dilakukan oleh sesama guru sekalipun terdapat guru-guru bidang 
studi. Kami sebagai kepala sekolah bertugas untuk mengidentifikasi 
permasalahn guna memberikan penjelasan atas masalah tersebut dengan 
membentuk tim kecil guna memudahkan dalam menyelesaikan masalah 
tersebut kepada setiap tugas yang diberikan karena hal tersebut merupakan 
tanggung jawah yang harus dilakukan. (Wawancara dengan Kepala SMPN 
3 Baubau, tanggal20 Juli 2010)" 

Untuk mempertegas kenyataan tersebut informasi yang didapat dari hasil 

wawancara sebagaimana diungkapkan oleh salah seorang infonnan penelitian sebagai 

berikut: 

"Dalam lingkungan sekolah saya dan Saya sebagai guru bidang studi 
olaluagalpenjaskes dalam menyikapi masalah tersebut dan untuk 
mengatasi masalah tersebut saya melaporkan kepada kepala sekolah 
sekalipun mungkin masalah tersebut akan tetap diselesaikan, guna 
menghindari masalah tersebut melibatkan orang lain apalagi harus 
melibatkan orang diluar sekolah, maka saya tetap melaporkan masalah 
tersebut. Sebagai Kepala Sekolah selalu mengkroscek setiap permasalahan 
yang terjadi disekolah. Permasalahan tersebut d1bawa ke dalam mpat 
sekolah dan biasanya basil rapat tersebut biasanya dijadikan dasar 
menindak guru-guru yang bermasalah dan untuk menghindari konflik 
internal dimasa yang akan datang." (Wawancara dengan Guru penjaskes 
SMPN 5, tanggal 26 Juli 20\0). 

Hal yang sama infonnasi tentang pelaksanaan dan pengorgarusas1an 

pembelajaran bahwa kenyataan dilapangan sebagaimana diungkapkan oleh salah 

seorang informan penelitian sebagai berikut : 

"Pengorganisasian pembelajaran SMPN l Baubau yang dilakukan oleh 
guru SMPN I Baubau tidak semua mempunyai inisiatif. Sebagian guru
guru hanya menunggu perintah kepala sekolah sehingga untuk memimpin 
rapat saja tidak bisa apalagi untuk membantu memecahkan masalah yang 
tengah terjadi disekolah.(Wawancara dengan salah seomng Guru SMPN l 
Baubau, tanggal\9 Juli 20\0). 

Berdasarkan UI1lian yang mencakup tentang pelaksanaan dan 

pengorganisasian pembelajaran dengan basil wawancara tersebut dan didukung oleh 
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teori, menunjukan bahwa implementasi kebijakan manajemen peningk:atan mutu 

berbasis sekolah di Kola Baubau terhadap pelaksanaan dan pengoraganisasian dalam 

pelaksanaanya pada sekolah menengah pertama negeri, bagi guru dalam kompetens~ 

pengetahuan dan kemampuan dalam mengajar, dan menentukan tercapai-tidaknya 

tujuan sekolah adalah pengelolaan sekolah yang bersangkutan, berupa penerapan 

sejumlah prinsip dasar organisasi masih menunjukan basil kineija yang tidak baik. 

Menurut Wyckof (dalam Tjiptono, 1996 : 59) bahwa efektifitas pelayanao publik, 

tingkat keunggulannya dinilai dari persepsi publik terhadap kualitas layanan, bukan 

hanya dari nilai standar yang dibentuk institusi. 

2. Interprestasi 

a. Peran Administrasi Sekolah Dalam Peningkatan Mutu 
Pendidikan 

Tugas kepala tala usaha sekolah diantaranya adalah mengkoordinir para 

pegawai tata usaha, membuat konsep surat yang diberikan oleh pimpinan dan 

pengurusan administrasi ketenagaan dan siswa serta penyusunan administrasi 

perlengkapan sekolah. Dalam upaya peningkatan mutu pendidikan, administrasi 

pengelolaan sarana dan prasarana sangat diper1ukan demi kelancaran proses belajar 

mengajar (Fasilitas sekolah yang mendukung). 

Sarana sekolah yang dimaksud adalah semua peralatan serta perlengkapan yang 

langsung digunakan dalarn proses pendidikan di sekolah seperti gedung sekolah, 

ruangan, meja sedangkan prasarana merupakan komponen yang secara tidak langsung 

menunjangjalannya proses belajar mengajar atau pendidikan di sekolah. 

84 

42753

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



Peranan sarana dan prasarana Ielah ditunjukan oleh bagian kesekretariatan pada 

SMPN di Kota Baubau dengan mengadministrasi semua sarana dan prasarana yang 

ada yaitu dengan menginventarisasi semua sarana dan prasarana yang ada. Salah satu 

contoh yang dilakukan oleh stafbagian tatau usaha dalarn hal pengelolaan sarana dan 

prasarana yaitu mengidentifikasi semua sarana yang tidak layak pakai serta 

mengganti dan memperbaiki sarana sekolah seperti ruang belajar, ruang 

perpustakaan, meja, kursi dan alat peraga serta memperhatikan semua komponen 

yang ada secara tidak langsung menunjang jalannya proses belajer mengajar atau 

pendidikan di sekolah. 

Hal ini berarti salah satu togas pokok bagian tata usaha telah dilaksanakan 

dengan baik oleh staf/pegawai tata usaha pada SMPN di Kota Baubau. Dalarn 

Petunjuk Administrasi Sekolah Menengah Pertama Negeri dijelaskan bahwa kegiatan 

bidang administrasi perlengkapan adalah melakukan perencanaan kebutuban 

perlengkapan dengan memperhatikan keadan inventaris pada tahun-tahun sebelurnnya 

termasuk biaya keseluruhan untuk melaksanakan bidang tersebut. 

Perbaikan mutu pendidikan tidak terlepas pula dari peranan administrasi 

pendidikan terutama pembinaan siswa. Berdasarkan basil penelitian menunjukkan 

bahwa peranan administrasi pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan pada 

SMPN di Kota Baubau telah dilaksanakan sesuai program seperti : 

1. Perencanaan kesiswaan yaitu dengan melakukan sensus sekolah dengan maksud 

untuk mencatat anak-anak usia sekolah yang diperkirakan akan masuk sekolah 

atau calon siswa, dan memtukan jurnlah siswa yang diterima 
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2. Penerimaan siswa baru dengan memperhatiakn kebijakan-kebijakan penerimaan 

siswa baru, menyeleksi siswa-siswa yang memiliki potensi atau bak:at 

kemampuan yang baik 

3. Mengelompokkan siswa dengan maksud agar pelaksanaan kegiatan proses 

be !ajar mengajar disekolah bisa berjalan dengan lancar, tertib dan bisa tercapai 

tujuan-tuj uan pendidikan yang telah diprograrnkan. 

4. Kehadiran siswa di sekolah atau presensi siswa dengan maksud untuk 

mengetahui tingkat kehadiran dan ketidakhadiran siswa karena hal ini sangat 

berpengaruh terhadap prestasi siswa 

5. Pembinaan disiplln siswa. Hal ini bertujuan untuk mencptakan situasi yang 

kondusifbagi kefiatan belajar mengajar. 

6. Kenaikan kelas dan penjurusan Hal ini berkaitan erat dalarn hal penjurusan 

siswa sehingga persoalan-persoalan yang mungkin dihadapi akan dapat diatasi. 

7. Perpindahan siswa, hal ini berhubungan erat dengan tingkat komunitas siswa di 

sekolah, 

8. Kelulusan dan alumni merupak:an kegiatan paling akhir administrasi kesiswaan 

karena dari sekolah sudah menyatakan bahwa semua program pendidikan telah 

diikuti oleh siswa. 

9. Kegiatan ekstra kelas hal ini dimaksudkan untuk pembinaan siswa. 

Indrafachrudi (1989) menyatakan bahwa pengelolaan kesiswaan adalah 

merupakan keseluruhan proses penyelenggaraan usaha kerj a sam a dalarn bidang 
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kesiswaan dalam rangka pencapaian tujuan-tujuan pendidikan di sekolah yang 

mencakup kegiatan-kegiatan seperti : 

l. Perencanaan dibidang kesiswaan 

2. Penerimaan siswa baru 

3. Pengelornpokk:an siswa 

4. Kehadiran siswa di sekolah 

5. Pembinaan disiplin siswa 

6. Kenaikan kelas 

7. Perpindahan siswa 

8. Kelulusan dan alumni 

9. Kegiatan ekstra kelas 

10. Organisasi siswa intra sekolah (OSIS) 

Berdasarkan basil wawancara penulis dengan Kepala sekolah, mengatakan 

bahwa 

di SMP Negeri l Baubau kondisi siswa dan guru-guru tergolong cukup baik 
meskipun sering terdapat kenakalan siswa seperti siswa sering bolos dan 
mengganggu dan mengganggu ketenangan siswa lainnya akan tetapi itu hanya 
berlangsung pada saat-saat tertentu misalnya pada saat acara yang dilakukan 
disekolah atau acara-acara sejenisnya di sekolah, dalam upaya untuk menjaga 
SMP Negeri l Baubau menunjang kegiatan staf dan guru-guru terdapat suatu 
wadah dan sarana untuk mernberikan perbaikan mutu sekolah adalah 
Bimbingan Konseling. "(Wawancara dengan Kopala SMPN I Baubau, 
Tanggal: 3 September 2010)". 

b. Strategi Pelaksanaan di Tingknt Sekolah Menengah Pertama 

Dalam rangka mengimplementasikan konsep manajemen peningkatan mutu 

yang berbasis sekolah ini, maka melalui partisipasi aktif dan dinamis dari orangtua, 
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siswa, guru dan staf lainnya termasuk institusi yang memiliki kepedulian terliadap 

pendidikan sekolah harus melakukan tahapan kegiatan sebagai berikut : 

1. Penyusunan basis data dan profil sekolah lebih presentatif, akurat, valid dan 

secara sistimatis menyangkut berbagai aspek akademis administratif (siswa, 

guru, staf) dan keuangan. 

2. Melakukan evaluasi diri (self assesment) untuk menganalisa kekuatan dan 

kelemahan dalam mengemhangkan dan mencapai target kurikulum dan 

basil-basil yang dicapai siswa berkaitan dengan aspek-aspek Intelektual dan 

keterampilan, maupun aspek lainnya. 

3. Berdasarkan analisis tersebut sekolah harus mengidentifikasikan kebutuhan 

seko}ah dan merumuskan visi, misi dan tujuan dalam rangka menyajikan 

pendidikan yang berkualitas bagi siswanya sesuai dengan konsep 

pembangunan pendidikan nasional yang akan dicapai. 

Hal penting yang perlu diperhatikan sehubungan dengan identifikasi 

kebutuhan dan perumusan visi, misi dan tujuan adalah bagaimana siswa 

belajar, penyediaan sumber daya dan pengelolaan kurikulum termasuk 

indikator pencapaian peningk.atan mutu tersebut 

5. Berangkat dari visi, misi dan tujuan peningkatan mutu tersebut sekolah 

bersama-sama dengan rnasyarakatnya merencanakan dan menyusun program 

jangka panjang atau jangka pendek (tahnnan termasuk anggararmya Program 

tersebut memuat sejumlah program aktivitas yang akan dilaksanakan sesuai 

dengan kebijakan nasional yang telah ditetapkan dan liarus memperhitungkan 

kunci pokok dari strategi perencanaan program sekolah ini baros mencakup 
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indikator atau target mutu apa yang akan dicapai dalam tahun tersebut sebagai 

proses peningkatan mutu pendidikan (misalnya kenaikan NEM rata-rata 

dalam prosentase tertentu, perolehan prestasi dalam bidang keterampilan 

olahraga, dsb ). Program sekolab yang disusun bersama-sama an tara sekolah, 

orangtua dan masyarakat ini sifatnya unik dan dimungkinkan berbeda antara 

satu sekolab dan sekolab lainnya sesuai dengan pelayanan mereka untuk 

memenuhi kebutuban masyarakat setempat. Karena fokus kita dalam 

mengimplementasikan konsep manajemen ini adalah mutu siswa, maka 

program yang disusun harus mendukung pengembangan kurikulum dengan 

memperhatikan kurikulum nasioanl yang telab ditetapkan, langkab untuk 

menyampaikan di dalam proses pembelajaran dan siapa yang akan 

menyampaikannya. 

3. Penerapan atau Aplikasi Implementasi MPMBS dalam 
Penyelengaraan Administrasi Sekolah 

F aktor yang paling penting dalam kegiatan menggerakkan orang-{)fang lain 

untuk menjalankan kegiatan administrasi I manajemen adalah kepemimpinan 

(leadership). Kepemimpinan yang menetukan arab dan tujuan, memberikan 

bimbingan dan menciptakan iklim kerja yang mendukung pelaksanaan proses 

administrasi secara keseluruhan. Kesalaban dalam kepemimpinan dapat 

mengakibatkan gagalnya suatu organisasi dalam menjalankan misinya. 

Penerapan kebijakan kepala sekolab terhadap administrasi kesekretariatan pada 

SMPN di Kola Baubau seluruhnya diberikan tanggung jawab/wewenang kepada 

kepala urusan tala usaha tentang pembagian tugas pada pegawailstaf tala usaha. Jni 
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menunjukkan bahwa seorang kepala sekolah memberikan kewenangan dan 

kesempatan kepada anggotanya untuk ikot serta bertanggung jawab dan 

melaksanakan sesuai dengan tugas pokok masing-masing. Pemimpin percaya bahwa 

anggotanya memiliki kemampuan dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugasnya 

untuk mencapai tujuan tertntu yang diharapkan. 

Hal ini menunjukkan bahwa Kepala Sekolah berfungsi dan bertugas: 

I. Sebagai edukator yaitu melaksanakan proses belajar mengajar secara efektif dan 

efisien, 

2. Sebagai manaJer yaitu memanaJemen pendidikan dengan mengkoordinasi, 

mengarahkan, mengawasi, rnengevaluasi dn memberi kesempatan kepada orang 

lain untuk melaksanakan pekeljaan secara efektif dan menerima pertanggung 

jawaban masing-masing pribadi m1tuk mencapai pengukuran hasil yang 

ditetapkan, 

3. Sebagai administrator yaitu menetapkan tujuan, membuat kebijak.an, 

menentukan peran, mengkoordinasikan fungsi-fungsi administratif, menaksir 

efektifitas, bekerjasarna dengan tokoh-tokoh masyarakat untuk meningkatkan 

perbaikan dalam pendidikan, menggunakan sumber-sumber pendidikan dari 

masyarakat, melakokan komunikasi, 

4. Sebagai seorang supervtsor yaitu merancang, mengarahkan dan 

mengk.oordinasikan semua aktivitas agar sekolah berjalan dengan baik menuju 

tercapainya tujuan sekolah, membimbing para gnru agar menunaikan tugasnya 

dengan rasa tanggung j awab dan penuh semangat kegembiraan, menjaga 

suasana yang harmonis dalam sekolah, aotara gnru-gnru, antara staf tala usaha 
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atau pegawai tala usaha, antara murid-murid, dan menjaga adanya koordinasi 

antara seksi dalam oraganisasi sekolah. 

D. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan 
Manajemen Peningkatan Motu Pendidikan Berbasis Sekolah pada 
Sekolah Menengah Pertama di Kota Baubau 

1. Kesiapan Sumberdaya dalam mengimplementasikan Kebijakan 
Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah MPMBS 

Kesiapan Sumberdaya dalam rnengimplementasikan kebijakan Manajemen 

Peningkatan Mutu Berbasis Sekolab MPMBS, dilihat dari kesiapan sumberdaya 

manusia, maka secara kuantitas dilihat dari jumlab kepala sekolab dan guru, ijasab, 

ruang'golongan yang dimiliki oleh kepala sekolab dan guru selaku pelaku utama 

kebijakan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah ini. Karena mereka sudah 

memenuhi standar persyaratan kelayakan mengajar, terbukti dari 804 guru SL TP se 

Kola Baubau yang berpendidikan S2 sebanyak 18 orang, S I sebanyak 621 orang, 

Diploma III sebanyak 92 orang dan hanya 73 orang yang hanya meroiliki ijasab Dll 

dan DI. Secara kualitas, dilihat dari profesionalisme yang harus dimiliki baik oleh 

kepala sekolab maupun oleh guru dapat dikatakan be!um siap, hal ini disehabkan 

karena belum dimilikinya sikap kepemimpinan transformasional oleh kepala sekolab 

dan belum dimilikinya ciri dan kemampuan guru efektif dan profesional, serta adanya 

sikap dan budaya kerja yang telab terkondisi untuk bersikap pasif dan tidak kreatif 

Informen ~nlitian memberikan komentar sebagai berikut : 

Kesiapan SMPN I Baubau bisa dilihat pada SDM yang ada , yaitu 
jumlab guru yang hampir 90% sudah memiliki kualifikasi guru SMP , 
yaitu dengan berpendidikan Sl, tenaga administrasi yang cukup, begitu 
juga dengan sarana dan prasarana yang cukup. (basil wawancara dengan 
Kepala SMPN I Baubau, tanggal 12 Juni 2010). 
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Ketidaksiapan dari masyarnkat dan orang tua siswa lebih besar disebabkan 

karena masih rendahnya tingkat pendidikan, tidak adanya waktu dari masayarakat dan 

kwangnya informasi mengenai kebijakan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis 

Sekolah MPMBS. Sarana prasarana dilihat dari kondisi fisik sekolah dan lingkungan 

sekolah cukup kondusif untuk melaksanakan dan mengembangkan konsep atau 

kebijakan Manajemen Peningkatan Muto Berbasis Sekolah MPMBS. Salah satu 

informen penelitian mengungkapkan sebagai berikut : 

"Sosialisasi dengan cara mengadakan rapat secara khusus dengan wakil 
kepala sekolah, beberapa guru, beberapa karyawan dan perwakilan Komite 
Sekolah melaksanakan sosialisasi untuk memahanti program MPMBS 
yang dilaksanakan serta menentukan strategi program tersebut. Sosialisasi 
program secara umum dilaksanakan melalui : pengumuman, infonnasi 
pada saat upacara bendera diskusi, rapat-rapat dan cara lain yang dianggap 
efektif (basil wawancara dengan Kepala SMPN 3 Baubau, tanggal 12 
Juni 2010). 

Hal senada diungkapkan informen lain sebagai berikut 

Bahwa kesiapan SMPN 5 Baubau, Saya sebagai Kepala Sekolah dan wakil 
kepala sekolah terus aktif mensosialisasikan program MPMBS, kepada 
warga sekolah. konsep MPMBS yang diterapkan eli sekolah kami adalah 
manajemen yang memberikan kewenangan yang lebih besar kepada 
sekolah dan para guru serta karyawan. (basil wawancara dengan Kepala 
SMPN 5 Baubau, tanggal 14 Juni 2010). 

Lebih lanjut informen menjelaskan sebagai berikut: 

sekolah memerlukan wakto dan tahapan-tahapan dalarn memaharni konsep 
MPMBS. Kepala sekolah bersama-sarna dengan wakil kepala sekolah 
melakukan upaya untuk mernaharni dan mensosialisakan program 
MPMBS kepada seluruh warga sekolah, sehingga secara berangsur-angsur 
pemaharnan warga sekolah akan berubah. (basil wawancara dengan 
Kepala SMPN I Baubau, tanggal 14 Juni 2010). 

Masih aria kekurangan saraua pelaksauaan pembelajajaran berupa alai peraga 

dan buku paket serta buku penunjang bagi siswa ktiusus di SL TP Negeri 3 Baubau 
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sarana perpustakaan dan buku-buku penunjang sudah terpenubi. Pembiayaan yang 

bersumber baik dari sumbangan masyarakat maupun dari pemerintah pusat yang 

diberikan dalam bentuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan dana rutin 

yang berasal dari Anggran Pendapatan Belanja Daerah Kota Baubau dimana antara 

sekolah yang satu dengan sekolah yang lainnya tidak sama besar, tergantung dari 

jumlah siswa dan besarnya sumbangan masyakat yang ditetapkan berdasarkan 

kesepakatan antara sekolah dan orang tua siswa. Dari sumber tersebu~ pembiayaan 

yang dialokasikan, dan tertuang dalam RAPBS setiap tahunnya dan dana tersebut 

sangat menunjang pelaksanaan kebijakan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis 

Sekolah MPMBS. Informen penelitian memberikan penjelasan sebagai berikut. 

"Selama ini hampir semua kepala sekolah dalam melaksanakan MPMBS 
disekolalmya terlihat semua sekolah diwilayah cukup kooperatif dan 
senantiasa selalu siap. Hal lain adalah bahwa selama ini kepala sekolah 
sangat dekat dengan para guru disekolahnya. Untuk mendekati kepala 
sekolah bagi guru bukan sesuatu yang sulit karena selama ini kebersarnaan 
kepala sekolah dengan para guru sangat terlihat pada proses-proses 
keterhbatan kegiatan-kegiatan disekolah. Namun dalam Pelaksanaan dan 
Pengorganisasian Pembelajaran yang terkait dengan biaya-biaya dilakukan 
pada setiap sekolah dasar masih harus tersembunyi hal ini karena 
menyangkut biaya-biaya yang harus dipenuhi dalam sebuah pengurusan 
terkait kuangan. Secara detail kepala sekolah belum mampu memberikan 
keterangan yang dibutuhkan sehingga sangat menyulitkan bagi kami 
sebagai guru. (Wawancara Guru SMPN I, tanggal, 18 Juni 2010) 

Kesiapan yang paling diperlukan dalam kebijakan Manajemen Peningkatan 

Motu Berbasis Sekolah MPMBS adalah kesiapan dari kepala sekolah dan guru (staf 

pengajar) selaku pelaku utama kebijakan Hal ini Senada dengan pendapat Suyanto 

(Kompas 23 Maret 2001; Kompas 16 Februari 2001) yang menyatakan hahwa di era 

desentralisasi pendidikan. manajemen sekolah memiliki kecenderungan kearah 
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manajemen berbasis sekolah (MPMBS) yang harus dilaksanakan oleh kepala sekolah 

dan guru yang profesional dan efektif, yaitu kepala sekolah yang memiliki 

kepemimpinan transformasional dengan ciri: 

(I) mengidentifikasi dirinya sebagai agen perubahan (pembaruan); (2) 
memiliki sifat pemberani; (3) mempercayai orang lain; (4) bertindak atas 
dasar sistem nilai (bukan atas dasar kepentingan individu, atau atas dasar 
kepentingan dan desakan kroninya); (5) meningkatkan kemampuannya 
secara terns menerus; (6) memiliki kemampuan untuk menghadapi situasi 
yang rumit, tidak jelas dan tidak menentu; serta (7) memiliki visi ke 
depan. Sedangkan guru yang profesional dan efektif adalah guru yang 
dengan ciri antara lain: (I) memiliki kemampuan yang terkait dengan 
iklim belajar di kelas; (2) memiliki kemarnpuan yang terkait dengan 
strategi manajemen pembelajaran; (3) memiliki kemampuan yang terkait 
dengan pemberian umpan balik (feedback) dan penguatan (reinforcement); 
dan ( 4) merniliki kemampuan yang terkait dengan peningkatan diri. 

Kepala sekolah dan guru merupakan pelaksana atau aktor utama dari kebijakan 

MPMBS, keberhasilan pelaksanaan kebijakan banyak dipengaruhi oleh roda 

organisasi (sekolah) dan kreativitas para p;:laksana atau personel dalam organisasi itu. 

lnformen penelitian mengungkapkan sebagai berikut : 

Warga sekolah memerlukan waktu dan tahapan-tahapan dalarn memaharni 
konsep MPMBS. Kepala sekolah bersama-sarna dengan wakil kepala 
sekolah melakukan upaya untuk memaharni dan mensosialisakan program 
MPMBS kepada seluruh warga sekolah, sehingga secara berangsur-angsur 
pemaharnan warga sekolah akan berubah. (hasil wawancara dengan 
Kepala SMPN I Baubau, tanggal 17 Juni 2010). 

Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa kemajuan sebuah sekolah pada 

hakekatnya tidak bergantung pada kemewaban fisik dan sarananya, tetapi lebih 

terletak pada kepemimpinan kepala sekolah dan profesionalisme tenaga pengajar. 

Apa yang diungkapkan Linebery (1978:70) herikut ini mendukung pentingnya kreasi 

dan staf pelaksana dalam implementasi kebijakan: "Creation and staffing of a new 

agency to implement a new policy. or assignment of implementation responsibihty to 
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an existing agency and its personnel". (perlwwa kreasi dan staf agen barn guna 

mengimplementasikan suatu kebijakan dan adanya tanggung jawab implementasi 

kepada personal atau agen yang ada). 

Temuan basil penelitian dilapangan, berkenaan dengan kesiapan sumberdaya 

manusia terutama guru dan kepala sekolab, secara kuantitas dilihat dari jumlabnya, 

ijazah, ruangfgolongan yang dimiliki kepala sekolab dan guru dapat dikatakan babwa 

Kepala sekolab dan guru pada Sekolab Menengab Pertama se Kota Baubau telab 

mencukupi dan memenuhi standar persyaratan mengajar, sehingga seharusnya 

merekapun telah siap untuk menerima perubahan dan berbagai inovasi atau 

pembaruan yang akan ditempkan seperti kebijakan Manajemen Peningkatan Mutu 

Berbasis Sekolah MPMBS ini. 

Namun secara kualitas dilihat dari profesionalisme kepala sekolah dan guru 

dengan beberapa kemampuan dan ciri yang harus dimiliki mereka sebagai mana 

pendapat Suyanto tersebut diatas, dari basil observasi dan wawancara dapat dikatakan 

bahwa mereka belum siap untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Hal ini tercermin 

dari sikap guru yang tidak mau diobservasi dan masih ada sebagaian guru yang tidak 

menggunakan acauan yang ada ketika dia melaksanakan proses pembelajaran. 

Kesiapan agen pelaksana dalarn melaksanakan suatu kebijakan menurut lslarny 

(1998:34) tidak bisa terlepas dari sumberdaya yang memadai babwa para pelaksana 

barns disuplai dengan resources yang cukup. seperti human resources (staf dalam 

jumlab dan kuahfikasi yang memadai dengan hak dan kewajibannya sesuai dengan 

kewenangan dan tanggung jawabnya ). financial resources, technological resources, 

maupun psychological resources. Infonnen penelitian menjelaskan sebagaiberikut : 
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Sekolah cukup terbuka dalam merencanakan dan menggunakan keuangan. 
Pelaporan penggunaan keuangan dibuat sekolah dan disampaikan kepada 
orang tua siswa mela1ui Komite Sekolah sedikitnya setahun sekali, tetapi 
kami tidak mengetahui secara rinci laporan keuangan tersebut, dan yang 
mengetahui laporan tersebut secara rinci adalah kepala sekolah dan 
beberapa orang guru.(Hasil wawancara dengan Pengurus Komite Sekolah 
tanggal20 Juni 2010). 

Jika mengacu pada pendapat ini, maka pada implementasi kebijakan 

Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah MPMBS, kurangnya kesiapan dari 

kepala sekolah dan gnru dapat disebabkan karena mereka belurn disuplai dengan 

ketiga resources yang terakhir yaitufinancia/ resources, technological resources, dan 

psychological resources, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. 

Selain itu, dalam implementasi kebijakan MPMBS, ketidaksiapan kepala sekolah dan 

gnru sebagai agen/pelaksana utama kebijakan disebabkan oleh ketidakberdayaan 

dalam memimpin atau tidak dimilikinya sifat kepemimpinan transformasional oleh 

kepala sekolah dan gnru. Hal ini terbukti dan belurn adanya perencanaan, visi dan 

misi dari sekolah dan belurn dapat dioptimalkannya seluruh surnberdaya yang ada di 

sekolah. Untuk itu setiap sekolah dalam melaksanakan MPMBS diperlukan 

kepemimpinan kepala sekolah dan gnru yang senantiasa terns bekerjasama, dan terns 

melibatkan semua aktor disekolah agar terns diberdayakan. Pemberdayaan berarti 

peningkatan kemampuan secara profusional dan fungsional sehingga kepa1a sekolah 

dan gnru mampu berperan sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya. 

Kepala sekolah dan gnru harus bertindak sebagai manajer dan pemimpin yang efektif, 

sebagai manajer ia harus mampu mengatur agar semua potensi sekolah dapat 

berfungsi secara optimal. Hal ini dapat dilakukan jika kepala sekolah marnpu 
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melakukan fungsi-fungsi manajeroen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, 

pangarahan dan pengawasan dengan baik, dan guru mampu melaksanakan proses 

pembelajaran dengan baik dan efektif. 

2. Proses Implementasi Kebijakan Manajemen Peningkatan Mutu 
Berbasis Sekolah MPMBS 

Peningkatan mutu pendidikan di sekolah perlu didukung kemampuan manajerial 

para kepala sekolah. Sekolah perlu berkembang dari tahun ketahun. Karena itu, 

hubungan baik antar guru perlu diciptakan agar terjalin iklim dan suasana kerja yang 

kondusif dan meyenangkan kemudian juga hubungan sekolah dengan masyarakat. 

Demikian halnya penataan fisik dan manajemen sekolah perlu dibina agar sekolah 

menjadi lingkungan pendidikan yang dapat menumbuhkan kreatifitas, disiplin, dan 

semangat belajar peserta didik. Dalarn kerangka inilah dirasakan perlunya 

implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah MPMBS. lnformasi 

yang didapat peneliti dalarn wawancara dengan salah satu informen sebagai berikut : 

Saya mengetahui program MPMBS dari informasi kepala sekolah dan dari 
membaca edanm serta pengumuman di sekolab, kebijakan MPMBS cukup 
bagus karena MPMBS adalah sistem pengelolaan sekolah yang memberi 
kewenangan lebih kepada sekolah dalarn pengelolaannya. Akan tetapi 
kebijakan MPMBS hanya sebagian kecil warga sekolah yang paharn 
tentang tentang program MPMBS. Kuranguya pemaharnan ini 
dikarenakan sosialisai yang dilakukan oleh kepala sekolah dan wakil 
kepala sekolah masih kurang. (Hasil wawancara dengan Staf TU tanggal 
20 Juni 2010). 

Usaha mengimplementasikan manajemen berbasis sekolah secam efektif dan 

efisien, kepala sekolah perlu memiliki pengetahuan kepemimpinan, perencanaan, dan 

pandangan yang luas tentang sekolah dan pendidikan. Kebijakan ini bersifut top-

down, dengan tujuan dan kelembagaan/organisasi pelaksana baik ditingkat nasional, 
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provinsi, kabupaten!kota sarnpai dengan pelaksana operasional ditentokan dari atas. 

Pelaksanaan dilapangan belum sepenubnya mengikuti tabapan pelaksanaan 

sebagaimana yang tertera dalam pedoman umum pelaksanaan. Hal ini disebabkan 

karena tidak dipabaminya konsep dan tujuan kebijakan Manajemen Peningkatan 

Mutu Berbasis Sekolab MPMBS secara utub oleh pelaku kebijakan sebagai akibat 

dari pelaksanaan sosialisasi kebijakan yang masih temporer atau sesaat serta 

kurangnya komunikasi dan koordinasi diantara pelaku kebijakan. Selain itu 

disebabkan juga karena kurang diberdayakannya kepala sekolab, gnru, pengurus 

komite sekolab dan tokoh masyarakat serta tidak diberinya kewenangan dan 

kebebasan yang penuh untok menerapkan kebijakan kepada kepala sekolab selaku 

aktor utama kebijakan, dan juga kepada gnru dalarn melaksanakan proses 

pembelajaran, serta masih kurangnya keberanian dan kreativitas baik dari kepala 

sekolah maupun guru. Kebijakan dilaksanakan juga dengan menerapkan transparansi 

dan melibatkan komite sekolab, tokoh masyarakat dan masyarakat umum Strategi 

pembelajaran yang tepa! dapat memotivasi gnru dan siswa untok melaksanakan 

proses belajar mengajar dengan lebih baik. 

Transparansi atau keterbukaan manajemen sekolah. terutama manajemen 

keuangan telab disadari arti pentingnya oleh kepala sekolab dan telab dilaksanakan, 

bahkan dijadikan salab satu cara dan merupakan faktor kunci dalarn meningkatkan 

peran serta orang tua siswa dan masyarakat, selain itu transpamnsi dapat mengurangi 

friksi antara kepala sekolab dan gnru yang sering teljadi pada pola lama, dimana 

urusan keuangan lebih banyak ditangani kepala sekolab sendiri. Jika beberapa 

indikator basil penelitian seperti adanya pembelajaran yang lebih mengedepankan 
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joyfo/learning, peningkatan partisipasi masyarakat, dan dilaksanakannya manajemen 

yang transparan, sebagai indikator untuk menilai keberbasilan dari program ini, maka 

pelaksanaan kebijakan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolab MPMBS 

dapat dikatakan cukup efektif, dan dapat di janjikan babwa program ini lebih haik 

daripada model manajemen dan pembelajaran dimasa lalu yang cenderung 

konvensional. Walaupun demikian keberhasilan program dalam mecapai tujuan 

meningkatkan mutu pendidikan masih memerlukan usaha keras dan sangat tergantung 

dari keberanian dan kemauan serta goodwill semua pihak yang telibat. 

Kebijakan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolab MPMBS 

diimplementasikan dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah yang transparan 

dan keterlibatan atau partisipasi masyarakat, kelembagaan, aktor dan institusi 

kebijakan baik pada tingkat nasional, provinsi, kabupaten maupun tingkat sekolah 

telab ditentukan dari pusat. Hal ini menunjukkan babwa kebijakan ini merupakan 

kebijakan yang bersifat top-down. 

Kenyataan dilapangan, strategi pembelajaran diakui telab membawa nuansa 

baru dalam proses belajar mengajar, walaupun demikian di beberapa sekolab masih 

ada guru yang mempraktekkan proses pembelajaran ini secara tidak benar, 

transparansi terutama dalam manajemen keuangan telah menunjukkan kemajuan yang 

sangat baik,ini dibuktikan dengan dilibatkannya unsur Komite Sekolab dalarn 

pembuatan RPP dan diakni oleh semua kepala sekolab babwa sikap transparan yang 

dilakukan sangat membantu mereka meningkatkan partisipasi masyarakat (Komite 

Sekolab). Masih ada kesenjangan antara acuan fonnal dan persepsi pelaku kebijakan 

yang menyebabkan implementasi kebijakan menjadi tidak utuh. Selain itu kebijakan 
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MPMBS yang dimaksudkan untuk memandirikan sekolah dengan memberikan 

kewenangan, keleluasaan (Otonomi) kepada sekolah untuk mengelola sumber daya 

yang dimilikinya temyata kewenangan tersebut belum dimiliki dan dipunyai serta 

belum dimanfaatkan arau digunakan, baik oleh kepala sekolah maupun guru. 

Sebagaimana informasi yang disampaikan oleh informen sebagai berikut : 

Bahwa sekolah cukup terbuka dengan melaporkan program-program 
sekolah, begitu juga dengan pertanggungjawaban mengenai keuangan 
paling tidak dilaporkan setabun sekali, tetapi laporan mengenai keuangan 
hanya garis besamta saja. Yang mengetahui secara rinci adalah kepala 
sekolah, wakil kepala sekolah dan bendahara sekolah. Partisipasi warga 
sekolah utamanya staf TU dalam menentukan kebijakan tidak terlalu 
menonjol, karena dari rapat-rapat yang diadakan oleh kepala sekolah, 
hanya beberapa orang guru yang memberikan masukan. Menurut saya 
orang tualmasyarakat belum banyak terlibatlberpartsipasi dalarn 
pengelolaan sekolah. Mereka hanya terlibat dalarn hal pendanaan melalui 
Komite Sekolah sedangkan mengenai partisipasi dalam memberikan saran 
atau masukan untuk membuat kebijakan masih kurang. (Hasil wawancara 
dengan StafTU tanggal23 Juni 2010). 

Kebijakan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah MPMBS telah 

disosialisasikan kepada pelaku kebijakan dan stakeholder, temyata konsep dan tujuan 

dari kebijakan ini belum dipaharni dengan baik oleh warga sekolah dan masyarakat, 

hal ini terlibat dari adanya kesenjangan antara acuan formal dan persepsi pelaku 

kebijakan terhadap Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah MPMBS. 

Berdasarkan temuan di lapangan temyata sebagaian besar guru dan staf adininistrasi 

tidak memiliki acaua.n dimaksud. 

Sehingga menyebabkan pelaksanaan kebijakan Manajemen Peningkatan Mutu 

Berbasis Sekolah MPMBS menjadi tidak utuh, Dunsire (dalaro Wahab, 1997:61) 

menyebutnya dengan implementation gap. Salah satu bukti nyata dilapangan adalah 

tidak di1aksanakarmya kebijakan sesuai dengan tahapan pelaksanaan yang tertera 
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dalam pedoman umum pelaksanaan. Tidak dipahaminya konsep dan tujuan kebijakan 

oleh pelaku atau aktor kebijakan dapat disebabkan karena informasi yang 

disampaikan dan diterima melaJui pertemuan, penataran dan pelatihan saat sosialisasi 

bam pada taraf pengenalan dan tidak dilakukan secara berkelanjutan. 

Penataran dan pelatihan serta pertemuan antar aktor kebijakan hanya dilakukan 

secara temporer saja, hal ini menunjukkan kurangnya frekwensi pengkomunikasian 

langsung kepada pelaku kebijakan dan masyarakat sebagai target group. Komunikasi 

dan koordinasi yang ditujukan untuk membangun suatu keljasarna adalah merupakan 

salah satu syarat penting dalam implementasi kebij akan publik. Pan dang an senada 

dikemukakan oleh Hoogwood dan Gun ( dalarn Wahab, 1997:77) menyatakan bahwa 

harus ada komunikasi dan koordinasi yang sempurna diantara pelbagai unsur atau 

badan yang terlibat dalarn suatu program kebijakan. Edward III (1980:147) 

mensinyalir bahwa dalam komunikasi ada beberapa hal yang mempengaruhi 

efektifitas dan komunikasi dan akan berpengaruh pula terhadap keberhasilan 

implementasi kebijakan antara lain adalah transmission {akurasi penerimaan panjang 

dan pendeknya rantai komunikasi) atau penyaluran komunikasi, konsistensi dan 

rincian tujuan komunikasi. Selain itu Rhodes (1996) dan Stoker (1998) (dalarn 

Wahab, 1999:5), melihat bahwa dalarn mensosialisasikan suatu kebijakanlprograrn 

harus ada produk sinergi interaksional dari beragam aktor atau institusi yang terlibat. 

Pelaksanaan proses pembelajaran, peneliti menemukan masih dipraktekkan 

salah oleh sebagian besar gnru, hal ini seharusnya tidak perlu teljadi jika guru benar

benar memaharni hakekat dan strategi pembelajaran ini, dan juga memahami serta 

melakukan perannya dengan baik, tidak hanya sebagai seorang pengajar, tetapi juga 
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sebagai seorang pendidik dan pemunpm, serta gnru diberi kewenangan dan 

kebebasan ( otonomi) penuh untnk mengelola kelasnya. 

Otonom yang dimaksud adalab adanya dorongan dari pihak sekolab kepada 

gnru dalam menerapkan strategi pembelajaran sejauh hal tersebut masih dalam 

kerangka kebijakan sekolab. Jika gnru sudah merniliki sikap yang otonom, maka 

dengan sendirinya akan tercipta kelas yang otonom. Transparansi manajernen 

merupakan kata kunci dalam pelaksanaan kebijakan Manajemen Peningkatan Mutu 

Berbasis Sekolah MPl\ffiS dan dalam otonomi pendidikan secara luas. Selama ini 

manajemen sekolab dan birokrasi bersifat "tertutup", dalarn arti kurang bisa 

dipertanggung jawabkan secara moral. Laporan-laporan pendidikan lebih banyak 

menganut model patemalistik dan asal bapak senang (ABS). Akibatnya banyak 

kebocoran yang dilakukan, tetapi tetap aman dari segi administratif lni tetjadi karena 

tidak adanya budaya akuntabilitas publik dalam dunia pendidikan. Kebijakan 

Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolab MPMBS merupakan salab satu 

model manajemen yang menuntut adanya transparansi manajemen. Dan di lapangan 

telab ditemukan adanya tranparansi ini namun belurn sepenuhnya betjalan. Tuntutan 

digunakannya transparansi manajemen di era otonomi pendidikan agaknya tidak bisa 

ditawar-tawar lagi, baik oleh sekolab maupun pejabat kependidikan. Oleh karena itu, 

transparansi manajemen menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari otonomi 

pendidikan. 

Jika kita cermati kebijakan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolab 

MPMBS secara formal, maka akan kita temukan babwa kebijakan tersebut 

merupakan kebijakan yang menekankan pada model rasional (top-down). Sekalipun 
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kebijakan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah MPMBS ini secara formal 

merupakan kebijakan yang diturunkan dari alas (top-down) dalam hal ini adalah 

Kementrian pendidikan Nasional bekeljasama dengan Unesco dan Unicef, sehingga 

petunjuk pelaksanaannya telah dirumuskan dengan jelas, dan unit-unit pelaksana 

dibawahnya telah ditentukan dan barns bekelja dengan mengikuti ketentuan 

ketentuan yang Ielah digariskan dari alas, akan tetapi dalam praktekuya implemenlasi 

kebijakan ini tidaklah beljalan secara linier. Selain itu juga pelaksana kebijakan tidak 

mengikuti semua ketentuan yang digariskan oleh penentu (pernbuat) kebijakan 

(policy maker). 

Guna membahas dan menjawab apakah proses implementasi kebijakan 

Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah Ielah berjalan efektif dan memberi 

dampak terhadap peningkatan mutu pendidikan pada SMPN se Kola Bau-Bau dan 

dapat mengatasi penurunan kualitas sumberdaya manusia, tentu bukan merupak:an hal 

yang rnudah. Sebab bagaimanapun, untuk rnenilai dan membuktikan efektivilas dan 

keunggulan model kebijakan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah ini 

tetap rnembutuhkan waktu yang lama. Jika kita pergunakan ktiteria untuk melihat 

efektifitas dan mutu proses irnplemenlasi yang dikemukakan lslamy (2001:40) yaitu 

menyangkut kriteria landasan demokratis, inldusif, partisipatif, transparansi, efisien 

dan akuntabel serta menggunakan sepuluh pertanyaan rnengenai mutu implernenlasi 

berikut: (I) apakah strategi/ pendekatan implernenlasi Ielah diidentifikasi, dipilih dan 

dirumuskan dengan jelas?; (2) apakah unit pelaksana teknis Ielah disiapkan?; (3) 

apakah aktor-aktor utama (policy subsystems) Ielah ditetapkan dan siap rnenerima 

tanggungjawab pelaksanaan kebijakan tersebut?; apakah prinsip "delivery mix" telah 
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dilaksanakan?; (4) apakah prosedur operasi baku telah ada, jelas, dan dipahami oleh 

pelaksana kebijakan?; (5) apakah koordinasi pelaksanaan telah dilakukan dengan 

baik?; (6). bagaimana, kapan, dan kepada siapa alokasi surnbersurnber hendak 

dilaksanakan?; (7) apakah hak dan kewajiban, kekuasaan dan tanggnng jawab telah 

diberikan dan dipahami serta dilaksanakan dengan baik oleh pelaksana kebijakan?; 

(8) apakah pelaksana kebijakan telah dikaitkan dengan rencana tujuan dan sasaran 

kebijakan?; (9) apakah teknik penguknran dan kriteria penilaian keberbasilan 

pelaksanaan kebijakan telah ada, jelas dan diterapkan dengan baik?; dan (10) apakah 

penilaian kinerja kebijakan telah menerapkan prinsip-prinsip efisiensi ekonomis dan 

politis serta sosial?, maka implementasi kebijakan Manajemen Peningkatan Mutu 

Berbasis Sekolah dapat dikatakan cuknp efektif. 

Dikatakan implementasi kebijakan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis 

Sekolah ini cuknp efektif karena beberapa kriteria seperti demokratis, partisipasif dan 

transparan telah terpenuhi oleh kebijakan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis 

Sekolah, hal yang belurn dilaksanakan dan masih terjadi dalam implementasi 

kebijakan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah ini antara lain adalah 

belum dipahaminya konsep dan tujuan serta prosedur operasional baku secara utuh 

oleh pelaku kebijakan, dan masih belurn dilaksanakannya prinsip-prinsip "delivery 

mix" oleh pelaku/aktor utmna kebijakan, apalagi jika pandangan dari Parsons 

mengenai "delivery mix" yang kita gunakan sebagai acuan. Parsons (1997:491-523) 

membagi "delivery mix ... menjadi empat macam yaitu: 1) governmental miX; 2) 

sectoral mix; 3) enforcement mix; dan 4) value mix. Oleh Parsons, basil mix dalam 

sistem delivery dianggap sebagai penggabungan model organisasi pasar, birokrasi/ 
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pemerintah dan masymakat, digambarkannya dalam konteks hubungan segitiga. 

(triangular relationship), dimana antara komponen yang satu dengan komponen yang 

lainnya saling bergantung dan membentuk satu jaringan kerja kebijakan, tidak dapat 

kita abaikan peranan antara yang satu dengan yang lainnya dalam mensukseskan 

pelaksanaan sebuah kebijakan. Demikian juga halnya dalam implementasi kebijakan 

Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah. 

Memperhatikan beberapa indikator basil penelitian yang menunjukkan adanya 

perubahan yang terjadi sebagai akibat dari adanya proses implementasi kebijakan 

MPMBS, maka menurut peneliti dapat dijanjikan bahwa model program Manajemen 

Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah ini lebih baik dari pada model program yang 

bersifat sentralistik yang selama ini diterapkan. Beberapa indikator tersebut antara 

lain adalah : Pertarna, model pembelajaran berbeda dengan kegiatan pembelajaran 

selama ini, yang memposisikan siswa-siswanya serba marginal dan tidak memiliki 

hak untuk bertanya. Kebijakan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah 

MPMBS lebih mengedepankan apa yang disebut ;Oyfulleaming. Anak didik merasa 

senang bersekolah karena proses belajar dilaksanakan dengan pendekatan yang ramah 

anak. Mereka dengan leluasa dapat mengemukakan apa yang menjadi ide kreatifnya 

secara maksimal. Guru tidak lagi dipasung dengan tuntutan kurikulum nasional yang 

kaku. Guru justru dituntut untuk marnpu bersikap terbuka, inovatif terbadap model

model pendekatan yang sesuai dengan karakteristik siswa. Belajar tidak barus di 

ruang kelas, tetapi dapat dilakukan di halarnan, berjalan-jalan ke sawah, pantai atau 

tempat lain didekat sekolah yang memungkinkan. Kedua, dalarn model kebijakan 

MPMBS, peran serta masyarakat tidak hanya sebatas sebagai pembayar biaya 
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pendielikan saja. Mereka elituntut berpartisipasi secara maksimal, baik dalarn rangka 

meningkatkan mutu pendidikan maupun mernantau proses pembelajaran putra-

putrinya eli sekolah dim eli rumah. Dalarn kebijakan Manajemen Peningkatan Mutu 

Berbasis Sekolah ini, masyarakat juga eliikutsertakan dim elituntut marnpu menyusun 

rencana kerja sekolah (bersarna sekolah), sekaligus sebagai pelaksana tidak langsung 

proses kegiatan pembelajaran bagi siswa-siswi. Ketiga, dalam kebijakan Manajemen 

Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah, kegiatan adininistratif maupun kegiatan 

pembelajaran berlangsung secara transparan. Kepala sekolah bersarna guru, dim 

Komite Sekolah menyusun rencana keija dim anggaran sekolah. Secara terbuka 

disampaikan sumber dan besamya dana yang akan diperoleh dan rencana 

penggunaannya. Ketiga hal tersebut di atas, sebelum kebijakan Manajemen 

Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah diimplementasikan belum terlihat dim belum 

dilaksanakan, ketika kebijakan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah 

eliimplementasikan hal tersebut menjadi suatu keharusan dim mengakibatkan adimya 

perubahan ke arab yang lebih baik. 

3. Keterlibatan Masyarakat dalam implementasi kebijakan Manajemen 
Peningkatan Mutu Berbasis Sekolab MPMBS 

Timbulnya partisipasi masyarakat dalarn penelidikan sesungguhnya tidak terjadi 

secara otomatis (dengan sendirinya), melainkan melalui proses dan tahapan-tahapan 

yang terkadimg melelah.kan. Partisipasi masyarakat juga bukanlah suatu peristiwa 

komunikasi (proses interaksi) satu arab, tetapi merupakan interaksi yang cukup 

intensif dim panjang antara masyarakat dengan pihak sekolah. 
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Belum optimalnya partisipasi masyarakat disebabkan karena tidak 

dipabaminya konsep dan tujuan kebijakan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis 

Sekolab, kurangnya informasi mengenai kebijakan Manajemen Peningkatan Mutu 

Berbasis Sekolah, tidak adanya waktu dari masyarakat selaku partisipan dan masih 

rendahnya pendidikan masyarakat itu sendiri. SeJain itu jaringan keijasarna yang 

dilakukan pihak sekolab masih terbatas hanya dengan instansi pemerintab dalam hal 

ini adalab Dinas Pendidikan Pemuda dan Olab Raga dan dengan orang tua siswa 

sebagai anggota komite sekolab. 

Keterlibatan atau partisipasi masyarakat yaitu kesediaan untuk membantu 

berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa berarti 

mengorbaukan kepentingan diri sendiri (Mubyarto, 1995:36) .Menurut Graham dan 

Phillips (1998:8), ada dua bentuk partisipasi yaitu: I) partisipasi yang melibatkan 

sejumlab orang dengan kontribusi individual yang kecil, disebut juga dengan 

partisipasi ekstensif (extensive participation). Keuntungan dari partisipasi ini adalah 

kesadaran tentang suatu isu yang dimunculkan pada masyarakat akan ditanggapi 

sesnai dengan kontribusi dan keterlibatan yang diberikan masyarakat, kekurangannya 

adalab karena orang yang terlibat banyak, dan kontribusinya sedikit, maka 

masyarakat tidak dapat diberdayakan; dan 2) partisipasi yang hanya melibatkan 

beberapa orang saja, tetapi tersedia waktu yang besar oleh partisipan, disebut juga 

partisipasi intensif (intensive participation), keuntungan bentuk partisipasi 

masyarakat ini adalab marnpu atau dapat mengemhangkan solusi inovatif dan dapat 

mencapai suatu konsensus. 
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Temuan dilapangan menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam 

penyelenggaraan pendidikan khususnya dalam implementasi kebijakan Manajemen 

Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah, adalah merupakan bentuk partisipasi yang 

ekstensif. Partisipasi masyarakat sudah mulai meningkat. Meski demikian 

meningkatnya partisipasi niasyarakat dalam membantu sekolah masih didominasi 

dengan bantuan pada aspek fisik/gedung dan peralatan lainnya Dalam 

penyelenggaraan pendidikan, partisipasi masyarakat selayaknya tidak hanya dalam 

bentuk bantuan fisik dan keuangan, tetapi juga dalam proses kebijakannya, seperti 

dalam hal perencanaan program sekolah, pengambilan keputusan, pelaksanaan proses 

belajar mengajar dan dalam melaksanakan evaluasi program sekolah. 

Peran serta masyarakat baru sebatas pembahasan program awal tahunan 

berupa penyusunan RABS itupun hanya dihadiri oleh orang-orang tertentu dan unsur 

Komite sekolah. Jika mengacu pada pendapat Graham dan Phillips mengenai bentuk 

partisipasi maka masih belum optimalnya partisipas-i masyarakat terutama dalam 

proses kebijakan, menurut peneliti disebabkan karena partisipasi masayarakat hanya 

bersifat temporer dan belurn optimal. Untuk dapat meningkatkan partisipasi 

masyarakat yang dapat mengembangkan solusi inovatif, maka mengintensifkan dan 

meningkatkan fungsi Komite Sekolah. 

Keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan, 

perencanaan dan pelaksanaan, serta pengendalian dan pengawasan terhadap 

pelaksanaan kebijakan peodidikan merupakan salah satu wujud dan kunci 

keberhasilan setiap usaha dan upaya peningkatan mutu pendidikan. Oleh karena itu 

pendekatan untuk meningkatkan peran aktif rnasyarakat dalam penyelenggaraan 
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pendidikan dan yang dapat memberi ruang bagi kepentingan dan inisiatif masyarakat 

perlu dikembangkan dan dibina secara terus menerus dengan upaya yang sungguh

sungguh. Tidak dapat dipungkiri babwa partisipasi masyarakat sangat diperlukan dan 

memegang peranan penting dalarn penyelenggaraan pendidikan. 

Senada dengan pemyataan Conyers (1999:154), Graham dan Phillips (1998:8) 

mengemukakan bahwa dengan partisipasi yang bertujuan untuk menyebarkan atau 

membagi informasi, akuntabilitas dan legitimasi, pendidikan, pemberdayaan 

masyarakat dan pembagian kekuasaan, maka warga negara atau masyarakat percaya 

bahwa mereka terlibat dalarn pembagian kekuasaan (power-sharing) dan akan 

berpengarub terhadap agenda dan hasil pelaksanaan kebijakan, sementara itu 

pemerintah juga dapat mengumpulkan informasi dari masyarakat sehingga dapat 

menyusun agenda kebijakan yang mantap sesuai dengan TOR (terms of reference). 

Selain itu Graham dan Phillips (1998:223) juga mengemukakan bahwa ada tiga hal 

yang perlu diperhitungkan dalam persoalan keterlibatan (part•cipatwn) dan 

keikutsertaan (engagement) serta hubungannya dengan pemerintah daerah yaitu: 

legitimacy, capacity dan vitality. Terkait dengan 1egitimasi, Pemerintah Daerah perlu 

mempertimbangkan: I) apakah keterlibatan dari warga Negara atau masyarakat itu 

dapat memberikan kontribusi hagi perbaikan kegiatan daerah; 2) apakah partisipasi 

masyarakat mampu meningkatkan konsensus publik tentang tanggung j awab 

pemerintah daerah; dan 3) apakab kontribusi masyarakat yang terlibat mengarah 

kepada penjarninan bahwa pemerintah daerah memerlukan biaya dan sumberdaya 

manusia untuk: memegang mandat atau kepercayaan mereka. Hal ini adalah 

merupakan tantangan yang dihadapi pemerintah daerah. 

109 

42753

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



Hal yang perlu dipertimbangkan dalam kaitarmya dengan kemampuan 

(capacity) dan kekuatan (vitality) adalah: I) apakah keterlibatan masyarakat itu akan 

membuat keputusan menjadi lebih baik dan akan memperluas kemampuan dalam 

mengembangkan keputusan rasional yang mereka ambil; 2) apakah partisipasi 

masyarakat memberikan kontribusi berupa keuntungan sosial baik dalam jangka 

panjang maupun jangka pendek; dan 3) apakah partisipasi masyarakat dapat 

meningkatkan debat publik bagi anggota masyarakat untuk mempengaruhi kebijakan 

dan proses perencanaannya 

Terkait dengan implementasi kebijakan Manajemen Peningkatan Mutu 

Berbasis Sekolah, yang keberhasilannya sangat ditentukan oleh adanya keterlibatan 

masyarakat, maka beberapa hal tersebut di alas perlu dipertimbangkan baik oleh 

perumus kebijakan (pemerintah) maupun pelaksana kebijakan (sekolah). Adanya 

peningkatan peran serta masyarakat yang peneliti temukan di lapangan, tidak terlepas 

dari usaha kepala sekolah Wituk selalu berusaha menerapkan manajemen yang 

transparan kepada rnasyarakat, terutama dalam manajemen keuangan. Secara teoritis, 

hal ini didukung oleh pendapat Graham dan Phillips (1998:9) yang mengemukakan 

bahwa partisipasi tidak muncul secara alarni, tapi perlu diusabakan dan memerlukan 

beberapa syarat seperti: keterbukaan, jleksibilitas, responsibi/itas, adanya birokrasi 

tradisional yang didasarkan pada hirarhk.i dan otoritas top down, secrecy, otonomi dan 

perencanaan yang rasional. 

Hal ini membawa konsekwensi bagi pemerintah untuk mempersiapkan diri 

melalui penciptaan beberapa institusi dan perubahan sikap. Lebih lanjut dijelaskan 

bahwa adanya perubahan orientasi nilai bermakna adanya perubahan dari masalah 
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fisik ke arah adanya rasa memiliki, pengungkapan diri dan kualitas hidup yang 

disebut juga perubahan dari materialist ke post materialism Perubahan ke arab 

kualitas hidup artinya ada perubahan ke arah kompetensi kognitif seperti 

meningkatnya kemampuan untuk menyerap informasi yang kompleks, meningkatnya 

pengetahuan tentang lingkup kegiatan dalarn bidang sosial kemasyarakatan. Sejalan 

dengan pendapat tersebut diatas, Mubyarto (1995: 51) menegaskan bahwa partisipasi 

masyarakat dalam pembangunan dipengaruhi oleh modemisasi dan komersialisasi. 

Dijelaskan juga bahwa modemisasi dan komersialisasi selalu cenderung 

menimbulkan dua akibat negative yaitu: (I) semakin berkurangnya keperluan akan 

keputusan-keputusan kolektif; dan (2) kecenderungan bertarnbah besarnya pikiran 

dan perilaku yang bersifat anti-partisipasi. Selain itu dalam tulisannya dijelaskan juga 

bagaimana meningk:atkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat, menurutnya 

partisipasi masyarakat dapat ditingkatkan dan dikernbangkan melalui : (I) 

desentralisasi pengambilan keputusan pada tingkat pemerintahan yang lebih rendah; 

(2) melibaikan masyarakat secara langsung sebagai target group; dan (3) 

mengembangkan demokrasi dalarn pengarnbilan keputusan dengan cara menyalurkan 

aspirasi dari masyarakat. Di lapangan, peneliti juga menemukan adanya kepala 

sekolah selaku aktor utama kebijakan dalarn melibatkan masyarakat hanya sarnpai 

pada taraf mengantarkan kesadaran tentang pentingnya partisipasi dalam 

penyelenggaraan pendidikan, dan belum pada tataran melanggengkan atau 

melestarikan kerjasama yang Ielah dibangun. 

Salah satu penyebab dan kondisi tersebut antara lain adalah kepala sekolah, 

gnru, komite sekolah dan tokoh masyarakat yang tergabung dalarn Pokja tingkat 
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sekolah, bekerja hanya berdasarkan mekanisme proyek, dimana jika proyek selesai, 

seolah-olah kegiatan juga berhenti, tidak dilakukan secara terns menerus. Hal ini 

sudah terlihat dari kegiatan "sowan" atau kegiatan kunjungan ke rumah orang tua 

siswa dari tokoh masyarakat sangat jarang dilakukan, dari juga kunjungan ke 

kelompok belajar siswa di rumah hanya dilakukan saat program baru diluncurkan dari 

sekarang ketika peneliti melakukan penelitian hal itu sudah tidak dilakukan lagi. 

Faktor penyebab lainnya adalah karena masih rendahnya kemampuan dari masyarakat 

dalam menyerap konsep dan tujuan kebijakan ini, kurangnya kepercayaan masyarakat 

terhadap sekolah, dan terpisahnya sekolah dengan masyarakat yang selarna ini terjadi, 

adalahjuga merupakan penyebab kurangnya partisipasi masyarakat. 

Untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan 

Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah dan penyelenggaraan pendidikan, 

dapat dilakukan dengan mengaktifkan fungsi "Komite Sekolah" yang anggotanya 

terdiri dari beberapa unsur baik dari masyarakat maupun dari pemerintah dan swasta, 

antara lain dari unsur orang tua siswa, pendidik, tokoh masyarakat, tokoh agama, 

LSM peduli pendidikan, organisasi profesi serta dari unsur swasta dan pemerintah. 

Partisipasi masyarakat yang efektif menurut Graham dan Phillips ( 1998: I 0) 

memang jarang dan sukar didapat, untuk memecahkan problem tidak efektifnya 

partisipasi masyarakat, maka pemerintah perlu menciptakan atau membentuk tim ahli 

yang khusus menangani masalah partisipasi dan menyewa konsultan partisipasi. 

Terkait dengan penelitian, guna meningkatkan, mengemhangkan dan 

mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan Manajemen 

Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah beberapa cara dan upaya sebagaimana tersebut 
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diatas dapat dilakukan, baik oleh pelaku utama kebijakan maupun pelaku kebijakan 

lain yang memiliki kepedulian terhadap peningkatan mutu pendidikan. 

4. Faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan 
Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Seknlab MPMBS 

Beberapa faktor pendukung dan penghambat dapat diidentifikasi sebagai 

berikut: 

a. Faktor pendukung implementasi kebijakan MPMBS diantaranya: (I) Adanya 

lingkungan sekolah yang kondusif bagi pengembangan konsep MPMBS dan 

Peran Serta Masyarakat; (2) Adanya transparansi pengelolaan sekolah; (3) 

Digunakannya strategi pembelajaran yang tepa! di sekolah; (4) Adanya 

partisipasi masyarakat yang meningkat; (5) Adanya dana Bantuan Operasional 

Sekolah (BOS) (6) Adanya hubungan kerja yang kondusif dan harmonis. 

b. Faktor pengharnhat implementasi kebijakan MPMBS antara lain adalah: (I) 

Kurangnya kesiapan dari sumberdaya dan adanya keterpaksaan dari pelaksana 

kebijakan; (2) Sosialisasi kebijakan MPMBS yang hanya dilakukan secara 

temporer, sehingga konsep dan tujuan kebijakan MPMBS kurang 

tersosialisasikan ke target group dan stakeholders, serta menyebabkan adanya 

persepsi dan pemaharnan yang berbeda dari para pelaku kebijakan terhadap 

konsep dan tujuan kebijakan MPMBS tersebut; (3) Adanya kesalahan dalarn 

praktek pembelajaran; (4) Belum dimilikinya keweoangan, kemandirian dan 

kebebasan (otomi) kepala sekolah dan guru dalam mengelola sekolah dan 

melaksanakan kebijakan MPMBS; ( 5) Rendahnya tingkat pendidikan 

masyarakat; (6) Adanya sikap dari para pendidik yang Ielah terkondisi 
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bersikap pasif dan tidak kreatif (menunggu juklak dan juknis); dan 

(7) Banyaknya kegiatan administrasi tambaban yang harus ditangani kepala 

sekolab dan guru. 

Identifikasi faktor pendnkung implementasi kebijakan dari basil penelitian 

tersebut diatas, sejalan dengan apa yang di kemukakan Nurkolis (200 I), 

mengemukakan adanya 9 strategi atau kondisi bagi keberasilan implementasi 

kebijakan yaitu: I) adanya otonomi yang dimiliki sekolab; 2) adaoya peran serta 

masyarakat secara aktif; 3) adanya kepemimpinan kepala sekolab; 4) adanya proses 

pengambilan keputusan yang demokratis; 5) semua pihak harus memahami peran dan 

tanggung jawabnya; 6) adaoya petunjuk dari instansi terkait; 7) adanya transparansi 

dan akuntabilitas; 8) MPMBS harus diarahkan untuk meningkatkan kinerja sekolah; 

9) diawali dengan sosialisasi. 

Kemarnpuan dari kepala sekolah dan guru selaku aktor utama kebijakan yang 

dipercaya untuk mengemban pelaksanaan kebijakan Manajemen Peningkatan Mutu 

Berbasis Sekolab dalarn mendayagunakan seluruh potensi yang dimiliki, tennasuk 

mempertabankan dan memanfaatkan beberapa faktor pendnkung di alas akan sangat 

menentukan keberhasilan implementasi kebijakan tersebut Sebagaimana pendapat 

Walter Williams (dalam Wahab. 1997:61) yang menyatakan bahwa besar kecilnya 

perbedaan antara apa yang diharapkan (direncanakan) dengan apa yang senyatanya 

dicapai dalarn implementasi kebijakan, sedikit banyaknya akan tergantung pada apa 

yang disebut Implementation capacity dari organisasi atau kelompok organisasi atau 

aktor yang dipercaya untuk mengemban tugas mengimplementasikan kebijakan. 

Implementation capacity tidak lain adalah kemampuan suatu organisasilaktor untuk 
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melaksanakan keputusan kebijakan (policy dzcision) sedemikian rupa sehingga ada 

jaminan babwa tujuan atau sasaran yang telab ditetapkan dalam dokumen formal 

kebijakan dapat dicapai. Suatu proses kebijakan akan mengalami siklus yang meliputi 

formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan. Pada tataran implementasi, suatu 

kebijakan ada yang bersifat self-excuting, yakni kebijakan tersebut akan dengan 

sendirinya terimplementasikan, dan ada juga yang bersifat non self-excuting, yaitu 

suatu kebijakan negara yang pengimplementasiarmya perlu diusabakan oleh 

stakeholders. 

Informen penelitian menjelaskan sebagaiberikut: 

Saya sebagai pengurns Komite Sekolab mendukung diterapkarmya 
MPMBS di sekolab ini, dan membantu sesuai dengan porsi dan 
kemampuan saya, karena Sekolab cukup terbuka dalarn merencanakan 
dan menggunakan keuangan. Pelaporan penggunaan keuangan dibuat 
sekolab dan disampaikan kepada orang tua siswa melalui Komite Sekolab 
sedikitnya setahun sekali, tetapi kami tidak mengetahui secara rinci 
laporan keuangan tersebut, dan yang mengetahui laporan tersebut secara 
rinci adalab kepala sekolab dan beberapa orang guru. Dalam porsi tertentu 
misalnya dalam persetujuan mengenai sumber dana dari orang tua siswa. 
(Hasil wawancara dengan Pengurus Komite Sekolab tanggal 21 Juni 
2010). 

Menurut Islamy (1997:106), hanya sedikit kebijakan negara yang bersifat self-

excuting, justru yang lebih banyak adalab yang bersifat non self-excutmg. Kebijakan 

Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolab MPMBS, adalab merupakan 

kebijakan yang bersifat non self-exculing, dalarn pengertian bahwa kebijakan tersebut 

tidak dapat secara otomatis diberlakukan setelab kebijakan itu dibua~ akan tetapi 

masih memerlukan waktu untuk adaptasi, bahkan penyesuaian-penyesuaian ketika 

diimplementasikan. Selain itu, implementasi adalab merupakan suatu proses untuk 

mewujudkan tujuan-tujuan yang telab dipilih dan ditetapkan menjadi kenyataan, a tau 
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dengan kala lain penerapan perencanaan kedalam praktek. Namun dalam hal ini tidak 

semua program yang diimplementasikan dapat herlangsung dengan mulus dan efektif. 

Gejala ini menurut Dunsire (dalam Wahab, 1997:61) dinamakan sebagai 

implementation gap, yaitu suatu keadaan dimana dalam proses implementasi 

kebijakan selalu akan terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan dengan apa yang 

senyatanya dicapai (sebagai basil atau prestasi dari pelaksanaan kebijakan). Dari data 

yang peneliti peroleh dalam penelitian ini, kebijakan Manajemen Peningkatan Mutu 

Berhasis Sekolah MPMBS yang tengah dilaksanakan penerapannya pada Sekolah 

Menengah Pertama Negeri se Kola Baubau temyata tidak terlepas dari hambatan

hambatan yang terjadi dilapangan. 

Faktor-faktor penghambat yang Ielah teridentifikasi perlu diperbatikan, 

sehingga kegagalan implementasi kebijakan dapat dieleminir. Sesuai dengan 

pemyataan dari Presman dan Wildavsky (dalam Wahab 1997:65) yang juga 

mengingatkan bahwa proses implementasi kebijakan perlu mendapat perbatian yang 

seksama. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa salah jika ada yang berasumsi 

bahwa proses implementasi kebijakan dengan sendirinya ak.an berlangsung tanpa 

hambatan. Selain itu masih Udoji (dalam Wahab, 1997:59). mengatakan denganjelas 

bahwa: «The execution of policies is as important if not more important than policy

making. Policies will remain dreams or blueprints file jackets unless they are 

implemented".(Pelaksanaan suatu kebijakan adalah sesuatu yang panting, bahkan 

mungkin jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan 

hanya akan berupa impian atau rencana yang bagus yang tersimpan rapi dalam arsip 

kalau tidak diimplementasikan). 
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Setyodannodjo (2000 : 189) menjelaskan bahwa dalam suatu proses kebijakan, 

proses implementasi merupakan proses yang tidak hanya kompleks (complicated), 

namun juga hal yang sangat menentukan. Tidak sedikit kebijakan pemerintah yang 

sudah dirumuskan dengan sangat sempurna, namun gagal dalam implementasinya 

mencapai tujuan, hal ini salah satunya adalah tetjadi karena dilakukan melalui cara

cara lain, tidak sesuai dengan pedoman dan juga disebabkan karena faktor-faktor 

subyektif para pelaksananya (policy actors) maupun dari masyarakat yang secara 

langsung atau tidak langsung terkena dampak dari kebijakan yang dimaksud. Hal 

tersebut tetjadi juga dalam implementasi kebijakan MPMBS. Telah disebutkan bahwa 

salah satu faktor penghambat implementasi kebij akan MPMBS adalah adanya 

perbedaan persepsi dan pemahaman terhadap konsep dan tujuan kebijakan, sebingga 

kebijakan dilaksanakan dengan cara-cara lain sesuai dengan persepsi masing-masing 

aktor kebijakan. 

Guna menghindari perbedaan persepsi dan pemaharnan terhadap konsep dan 

tujuan antar aktor kebijakan a tau antar implementers (unit birokrasi maupun non 

birokrasi), maka proses administrasi barus selalu berpijak pada standar prosedur 

operasional (SOP) sebagai acuan implementasinya. Selain itu perlunya kepatuhan 

terhadap hukurn dari pelaku kebijakan seperti apa yang dinyatakan Anderson 

(1979 : 92-93) dapat meminimalkan bambatan dalam implementasi kebijakan. 

Kepatuhan terbadap hukurn dan peraturan yang berlaku menjadikan pelaksana 

kebijakan melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan apa yang Ielah 

ditetapkan, dan pelaksanaan kebijakan dapat memberi dampak positif terhadap target 

group. 
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Faktor penghambat yang timbul dalam pelaksanaan kebijakan MPMBS tersebut 

diatas mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan peran diantara pelaku kebijakan, 

sehingga implementasi dari kebijakan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis 

Sekolah MPMBS inipun. tidak seperti apa yang diharapkan pada awal dirumuskan 

dan dapat mengakibatkan kegagalan implementasi. Dengan demikian kegagalan 

implementasi kebijakan bisa disebabkan faktor-faktor penghambat tersebut, tetapi 

Parsons (1997 : 480) mengatakan bahwa kegagalan implementasi suatu kebijakan 

cenderung karena faktor manusta. Pengambilan keputusan yang gagal 

memperhitungkan kenyataan adanya persoalan manusia yang sangat kompleks dan 

bervariasi. Yang dimak:sud manusia yang sangat kompleks disini adalah baik 

pemerintah sebagai pembuat kebijakan maupun sekolah beserta warganya sebagai 

pelaku kebijakan dan target group. 

Terkait dengan kegagalan implementasi, Soenarko (2000 : 185) mengemukakan 

bahwa pelaksanaan kebijakan itu dapat gaga! atau tidak membuahkan basil 

disebabkan antara lain: l).teori yang menjadi dasar kebijakan itu tidak tepa!, 

karenanya harus dilakukan reformulation terhadap kebijakan tersebut; 2) sarana yang 

dipilih untuk pelaksanaannya tidak efektif; 3) sarana itu mungkin tidak atau kurang 

dipergunakan sebagaimana mestinya; 4) isi dari kebijakan itu bersifat samar-samar; 

5) ketidak pastian faktor intern dan atau faktor ekstem; 6) kebijakan yang ditetapkan 

itu mengandung banyak lobang; 7) dalarn pelaksanaan kurang memperhatikan 

masalah teknis; 8) adanya kekurangan akan tersedianya sumber-sumber pembantu 

(uang, waktu dan sumberdaya manusia) Berdasarkan beberapa barnbatan yang 

diidentifikasi dari basil penelitian dan beberapa pendapat mengenai hal-hal yang 
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dapat menyebabkan kegagalan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, maka dapatlab 

diketabui babwa kegagalan implementasi kebijakan tidak selalu disebabkan oleh 

kelemaban atau ketidakmampuan pelaksana a tau administrator, melainkan dapat pula 

disebabkan oleh pembentukan kebijakannya yang kurang sempurna. Disinilab peran 

penting yang dimainkan oleh pelaksana kebijakan dan harus mampu untuk 

mengambil langkablangkab guna mengadakan reformulation sehingga kebijakan 

pokok itu dapat mencapai tujuannya. 

Menurut basil penelitian Nurkolis (2001) kegagalan implementasi Manajemen 

Peningkatan Mutu Berbasis Sekolab MPMBS terjadi karena empat sebab yaitu: (1) 

Sekedar mengadopsi model apa adanya tanpa persiapan dan upaya kreatif dari pelaku 

kebijakan; (2) Kepala sekolab bekerja berdasarkan agendanya sendiri tanpa 

memperhatikan aspirasi seluruh warga sekolab; (3) Kekuasaan pengambilan 

keputusan terpusat pada satu pihak; ( 4) Menganggap MPMBS adalab hal biasa, tanpa 

usaba serius akan berhasil dengan sendirinya. Untuk menghindari faktor pengbambat 

yang mengakibatkan kegagalan implementasi sebagaimana tersebut diatas maka 

diperlukan suatu upaya yang melibatkan seluruh stakeholders guna mengadakan 

reformulasi kebijakan. Jika kita lihat basil identifikasi tantangan dan harubatan 

pendidikan yang dilakukan Popham (1996 : 173-375) yaitu antara lain: I) adanya 

penekanan dinamika politik dan kurangnya kepemimpinan; 2) gagalnya sekolab 

dalam menyediakan prognnn pendidikan yang memadai; 3) kurangnya dukungan 

pembiayaan dan hubungan pemerintaban; 4) kurangnya dukungan dari masyarakat; 

dan 5) adanya masalab sosial secara umum seperti kemiskinan. Maka basil 

identifikasi faktor penghambat dan pendukung terhadap implementasi kebijakan 
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Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah MPMBS tersebut di alas, dapat juga 

merupakan permasalahan pendidikan yang dapat dijadikan sebagai suatu tantangan 

dan hambatan yang harus dihadapi pemerintah. Untuk itu dalam pengembangan 

kebijakan nanti diharapkan hal-hal tersebut dapat diantisipasi sehingga implementasi 

akan lebih efektif dan diketahui oleh semua komponen sekolah. Sebagaimana 

disampaikan oleh informen penelitian menjelaskan sebagai berikut : 

Untuk mensosialisaikan program MPMBS, biasanya disampaikan pada 
rapat awal tahun yang diselenggarakan sekolah dan melalui edaran yang 
dibuat sekolah, sehingga kami sebagai pengurus Komite Saya baru 
pabam sedikit. MPMBS adalah hal yang baru bagi kami maka untuk 
lebih memahami konsep tersebut mernerlukan waktu yang cukup, 
terlebih bagi kami orang tua siswa. Namun demikian kami tetap 
mendukung diterapkannya MPMBS di sekolah ini, dan membantu sesuai 
dengan porsi dan kemampuan kami sebagai pengurus komite dan Orang 
Tua Siswa. (Hasil wawancara dengan Pengurus Komite Sekolah tanggal 
23 Juni 2010). 

Agar implementasi kebijakan MP~S mencapai sasaran, maka guru, kepala 

sekolah, pengurus komite sekolah, tokoh masyarakat dan stakeholders lainnya 

hendaknya benar-benar dapat duduk bersama, menentukan visi misi pendidikan 

kedepan. Keberhasilan implementasi kebijakan MPMBS dalarn kerangka 

desentralisasi pendidikan sangatlah bergantung pada good will semua pihak. 

5. lnformasi mengenai kebijakan Manajemen Peningkatan Mutu 
Berbasis Sekolah 

Sebelum suatu kebijakan diimplementasikan dan guna menghindari kegagalan 

dalarn mencapai tujuan, maka ada beberapa permasalaban dan persyaratan penting 

lainnya yang perlu diperhatikan. Antara lain adalah kesiapan dari sumber daya 

manusia, sarana prasarana dan pembiayaan. Begitu juga halnya dengan kebijakan 
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MPMBS, sebelum diimplementasikan memerlukan kesiapan sumberdaya manusia, 

sarana prasarana dan pembiayaan. 

Selama ini masyarakat sebagai bagian tak terpisahkan dari pengelolaan 

pendidikan seringkali hanya bersifat "pelengkap". Sekolab yang merupakan 

"kepanjangan tangan" pemerintab seringkali meletakkan dan memposisikan 

masyarakat sebagai pendukung kebijakan sekolab. Karena itu peran masyarakat yang 

mestinya sejajar dengan sekolab, tidak tampak. Babkan seringkali masyarakat 

dimaJjinalkan karena dianggap sebagai pelengkap belaka. 

Guna meningkatkan mutu pendidikan, Pemerintab Posat dalam hal ini adalab 

Departemen Pendidikan Nasional bekerjasama dengan Unicef dan Unesco 

mengimplementasikan suatu kebijakan yaitu Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis 

Sekolab MPMBS. Selain mernpunyai tujuan umum untuk memandirikan sekolab dan 

meningkatkan mutu pendidikan, kebijakan ini juga memi1iki tujuan khusus yaitu 

mengembangkan kemampuan kepala sekolah, guru, komite sekolab dan masyarakat 

dalam aspek manajernen berbasis sekolab. Selain itu, Kebijakan ini 

diimplementasikan dengan menggunakan mekanisme dan sistem pemerintah yang 

telah ada, memberdayakan pejabat-pejabat pendidikan tingkat Kota/Kabupaten, 

kepala sekolab, guru, pengurus komite sekolab dan tokoh masyarakat, serta dengan 

memberikan bantuan keuangan langsung dalam bentuk "dana BOS". 

Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolab memberikan keleluasaan bagi 

sekolab untuk menentukan arab dan kebijakan yang relevan dengan situasi dan 

kondisi lingkungannya Disamping itu Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis 
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Sekolah juga memberikan peluang yang sangat besar bagi masyarakat untuk 

berpartisipasi dalam pelaksanaan pendidikan sekolah. 

Sosialisasi merupakan langkah strategis yang harus dilakukan setiap akan 

melaksanakan sebuah program. Hal ini dilakukan agar warga sekolah paharn terhadap 

yang akan dilaksanakan, sehingga warga sekolah memiliki komitrnen dan kontribusi 

yang nyata terhadap program ini. 
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A. Kesimpulan 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

1. lmp1ementasi kebijakan peningkatan Mutu Pendidikan Berbasis Sekolah pada 

SMPN di Kota Baubau belum maksimal bal ini dapat di1ibat pada kesimpulan 

sebagai berikut. 

a. Pengorganisasian yang telah baik namun penataan sumber daya manusia 

berupa penempatan guru yang kurang memta baik di1ibat dari disiplin i1mu 

maupun jumlah tenaga pengajar, serta pemilihan guru yang berkualitas da1am 

pengorgamsastannya. 

b. Interprestasi dilibat indikatomya Implementasi kebijakan konsep dan tujuan 

kebijakan dapat dikatakan cukup efektif, dan dapat dijanjikan bahwa progmm 

ini lebih baik daripada model manajemen dan pembelajaran dimasa lalu yang 

cenderung konvensional hal ini dapat dilihat indikator klasifikasi pendidikan 

dan kualitas pendidikan dalam mecapai tujuan meningkatkan motu pendidikan 

sangat tergantung dari goodwill semua pibak yang telibat. 

c. Aplikasi dalam kebijakan konsep dan tujuan kebijakan bersifut top down, 

pelaksanaan di 1apangan be1um sepenulmya mengikuti tabapan pelaksanaan 

sebagaimana yang tertera dalam pedoman umum pelaksanaan. Namun 

demikian keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan 

pendidikan khususnya dalam implementasi kebijakan MPMBS pada Sekolah 

Menengah Pertama se Kota Baubau telah meningkat dan masih didominasi 

pada aspek fisik!gedung dan peralatan 1ainnya yang diwujudkan dalam bentuk 
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sumbangan masyarakat melalui komite sekolah dan bantuan lain berupa 

material. 

2. F aktor yang mempengaruhi pendukung dan penghambat implementasi 

kebijakan manajemen peningkatan mutu pendidikan berbasis sekolab pacta 

SMPN se Kola Baubau dapat dilihat pacta : 

a. Komunikasi dapat dilihat yaitu : mencakup beberapa dimensi penting yaitu 

tranformasi infonnasi (transimisi), kejelasan informasi (clarity) dan 

konsistensi inforrnasi (consistency) yang sudah baik merupakan keunggulan 

tersendiri dari semua sekolab di kola baubau. 

b. Disposisi dapat dijelaskan babwa sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat 

berpengamh dalam implemenlasi disposisi kebijakan. Apabila implemenlator 

memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan 

baik seperti apa yang diingiukan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila 

sikapnya tidak menduknng maka implementasi tidak akan terlaksana dengan 

baik. 

c. Somberdaya dapat dijelaskan babwa implementasi kebijakan tidak akan 

berbasil tanpa adanya duknngan dari somber daya manusia yang cukup 

kualitas dan kuantitasnya. Kualitas somber daya manusia berkaitan dengan 

keterampilan, dedikas, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya, 

sedangkan knatitas berkaitan dengan jomlab somber daya manusia apakah 

sudab cukup untuk 
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d. Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi 

kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme 

dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertarna adalah mekanisme, dalam 

implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat standart operation procedur 

(SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak 

agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran 

kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang 

terlalu panjang dan terfiagmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan 

dan menyebahkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang 

selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel. 

B. Saran-Saran 

Berdasarkan basil kesimpulan dan melihat konsep dan tujuan kebijakan 

kebijakan MPMBS di atas, maka saran terhadap Implementasi Kebijakan Manajemen 

Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah dapat diberikan antara lain sebagai berikut. 

I. Perlu dilakukan pengorganisasian yang benar dalam pengelolaan sekolah 

menengah pertama melalui sosialisasi dan pembinaan yang berkelanj utan baik 

melalui pertemuan rutin maupun program pelatihan dengan mengikutsertakan 

seluruh warga sekolah (kepala sekolah, guru, Komite Sekolah dan tokoh 

masyarakat lainnya), 

2. Perlu peningkatan interprestasi Implementasi kebijakan konsep dan tujuan 

kebijakan mengenai ciri dan kemampuan gnru efektif dan professional sangat 

diperlukan untuk suksesnya pelaksanaan kegiatan MPMBS ini. Sebagai 

dukungan dan untuk kesiapan pengembangan kebijakan MPMBS lebih lanju~ 
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pemerintah daerah perlu melakukan perencanaan pengembangan program 

kebijakan MPMBS ini. 

3. Perlunya pelaksanaan yang serius dalam kebijakan konsep dan tujuan kebijakan 

perlu segera mendapat pelurusan melalui pelatihan-pelatiban, melalui 

pertemuan-pertemuan di MGMP, dan upaya lainnya, selain itu pengembangan 

strategi pembelajaran perlu diperkaya dengan memasukkan ide-ide yang ada 

dalam upaya peningkatan program sekolah berdasarkan "pengalaman sehari

hari" dan dalam upaya program peningkatan mutu pendidikan. 

4. Untuk menghindari faktor faktor dalam meningkatkan mutu pendidkan berbasis 

sekolah baik dukungan maupun hambatan yang selama ini telah tumbuh, 

sehingga disaraukan perlunya memberi motivasi dan penghargaan pada 

kegiatan-kegiatan yang berhasil. 

4. Perlunya Transparansi manajemen sekolah untuk dikembangkan tidak hanya 

pada manajemen keuangan, tetapi juga manajemen yang lainnya, manajemen 

siswa dan manajemen kepegawaian misalnya. T ansparansi yang telah dilakukan 

sekolah terhadap warganya guna mendapatkan dukungan dan partisipasi 

masyarakat serta akuntabilitas sekolah terhadap publik (orang tua siswa) perlu 

juga diikuti oleh pejabat kependidikan disemua tingkatan, hal ini perlu untuk 

mengurangi adanya kecemburuan sosial dari berbagai pihak. 

5. Para orang tua siswa dan anggota masyarakat sekitarnya perlu terns dibina agar 

mereka dapat terns memberikan dukungan pada program MPMBS secara lebih 

maksimal lagi, selain itu hubungan kerjasama dengan orang tua siswa dan 

masyarakat yang selama ini telah terjalin hendaknya terns dilanggengkan. 
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PEDOMAN WAWANCARA 
( Kepala Sekolah) 

1. Bagaimana implementasi kebijakan manajemen peningkatan mutu 
pendidikan melalui penerapan MPMBS pada sekolah yang bapak pimpin? 

2. Upaya apa yang bapak lakukan dalam pengimplementasian MPMBS ? 

3. Bagaimana pemahaman warga sekolah terhadap konsep MPMBS ? 

4. Bagaimana kesiapan sumberdaya sekolah dalam pelaksanaan MPMBS ? 

5. Bagaimana usaha sekolah dalam pengimplementasian MPMBS? 

6. Bagaimana kewenangan sekolah dalam membuat keptusan? 

7. Bagaimana keterlibatan warga sekolah dalarn metnbuat keputusan? 

8. Bagaimana Transparansi dan akuntahilitas dalam melaksanakan programnya 

9. Bagaimana partisipasi warga sekolah dan masyarakat dalarn melaksanakan 
program MPMBS ? 

10. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pelaksanaan 
MPMBS disekolah Bapak? 
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PEDOMAN WAWANCARA 
(Guru) 

1. Bagaimana implementasi kebijakan manajemen peningkatan mutu 
pendididikan melalui penerapan MPMBS disekolah anda ? 

2. Bagaimana sosialisasi program MPMBS di sekolah anda? 

3. Bagaimana kesiapan sekolah anda dalam perencanaan pelaksanaan MPMBS ? 

4. Bagaimana kesiapan somber daya sekolah anda dalam pelaksanaan MPMBS ? 

5. Apa kontribusi anda dalam program MPMBS di sekolah? 

6. Usaha apa yang dilakukan sekolah dalam pengimplementasian MPMBS ? 

7. Bagaimana transparansi dan akuntabilitas di sekolah anda? 

8. Sejauhmana anda mengetahui program-program yang akan dilaksanakan oleh 
sekolah sehubungan dengan pelaksanaan program MPMBS 

9. Sejauhmana partisipasi warga sekolah dan masyarakat dalam pelaksanaan 
MPMBS? 

II. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pelaksanaan 
MPMBS disekolah anda ? 
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PEDOMAN WAWANCARA 
( Karyawanlstaf TU ) 

1. Bagaimana implementasi kebijakan manajemen peningkatan mutu 
pendididikan melalui penerapan MPMBS disekolah anda ? 

2. Bagaimana sosialisasi tentang konsep dasar MPMBS di sekolah anda? 

3. Bagaimana pemahaman warga sekolah tentang konsep MPMBS di sekolah 
anda? 

4. Sejauhmana anda mengetahui bentuk-bentuk keterlibatan warga sekolah 
/masyarakat dalarn MPMBS ? 

5. Bagaimana anda mengetabui kesiapan sekolah anda kaitannya dengan 
diberlakukannya MPBS ? 

6. Sejaubmana anda mengetahui program-program yang dilaksanakan oleh 
sekolah anda sehuhungan dengan pelaksanaan MPBS ? 

7. Sejauhmana anda mengetahui manajemen keuangan sekolah anda sehubungan 
dengan pelaksanaan MPMBS ? 
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PEDOMANWAWANCARA 
( Pengurus Komite Sekolah ) 

I. Apakah aoda ikut terlibat atau dilibatkao dalam program pengelolaao sekolah 

2. Apakah sekolah Ielah mensosialisasikao konsep dan program MPMBS 
kepada warga sekolah ? 

3. Sejauhmana aoda mengetahui program-program yang akao dilaksaoakan oleh 
sekolah aoda? 

4. Bagaimaoa usaha sekolah dalam pengimplemaotasiao MPMBS ? 

5. Sejauhmana aoda mengetahui manajemen keuaogao sekolah anda ? 

6. Bagaimaoa partsisipasi warga sekolah /mayarakat dalarn pelaksanaan 
MPMBS? 
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TRASKRIP BASIL WAWANCARA 

NO NAMA RESPONDEN PERNYATAAN 
Kepala SMPN I Baubau Kesiapan SMPN 1 Baubau bisa dilibat pada SDM 

yang ada , yaitu jumlab guru yang bampir 90% 
sudah memiliki kualifikasi guru SMP , yaitu 
dengan berpendidikan S 1, tenaga administrasi 
yaug cukup, begitu juga dengau saraua dau 
prasarana yaug cukup. (basil wawancara dengan 
Keoala SMPN 1 Baubau, tanggal 12 Juni 2010 
sekolab memerlukan waktu dau tahapau-tabapau 
dalam memahami konsep MPMBS. Kepala 
sekolab bersama-sama dengao wakil kepala 
sekolab melakukan upaya uotuk memabarni dau 
mensosialisakan program MPMBS kepada seluruh 
warga sekolah, sehingga secara berangsur-angsur 
pemabamau warga sekolab akan berobab. (basil 
wawaucara dengau Kepala SMPN 1 Baubau, 
tanggal 14 Juni 2010 
Warga sekolab memerlukau waktu dau tahapao-
tahapau dalam memahami konsep MPMBS. 
Kepala sekolab bersama-sama dengan wakil 
kepala sekolab melakukan upaya untuk memabami 
dau mensosialisakan program MPMBS kepada 
selurub warga sekolah, sehingga secara berangsur-
augsur pemabamau warga sekolab akau berobab. 
(basil wawancara dengan Kepala SMPN 1 Baubau, 
tanggal 17 Juni 2010 
Kami sebagai Kepala sekolab memaog tidak bisa 
menghindari apabila ada pertemuao dengan Kepala 
Dinas atau rapat dengau Bapak Walikota Baubau, 
atau rapat-rapat dengan pibak lain yaug barus 
dibadiri dau tidak bisa diwakili, sementara disisi 
lain ada satu tugas pokok yaug tidak bisa 
diwakilkau pula pada orang lain. Kedudukan kami 
sebagai Kepala sekolab meropakan posisi sulit 
untuk menentukan sikap dalam pengambilao 
keptusao dau pembagian tugas". (wawancara 
dengan Kepala SMPN 1 Baubau, tauggal 19 Juli 
2010 
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NO NAMA RESPOND EN 
Kepala SMPN I Baubau 

PERNYATAAN 
di SMP Negeri 1 Baubau kondisi siswa dan guru
guru tergolong cukup baik meskipun senng 
terdapat kenakalan siswa seperti siswa sering bolos 
dan mengganggu dan mengganggu ketenangan 
siswa lainnya akan tetapi itu hanya berlangsung 
pada saat -saat tertentu misalnya pada saat acara 
yang dilakukan disekolab atau acara-acara 
sejenisnya di sekolab, dalam upaya untuk menjaga 
SMP Negeri I Baubau menunjang kegiatan staf 
dan guru-guru terdapat suatu wadab dan sarana 
untuk memberikan perbaikan mutu sekolab adalab 
Bimbingan Konseling. "(Wawancara dengan 
Kepala SMPN I Baubau, Tanggal : 3 
September 2010 
Untuk mengetabui kesiapan pelaksanaan MPMBS, 
kami mengidentifikasi sumberdaya yang ada baik 
berupa SDM maupun sumberdaya lainnya 
Langkab selanjutnya adalab melibat tingkat 
kesiapan setjap fungsi-fungsi yang diperlukan 
untuk mencapai sasaran, yang dinyatakan 
kekuatan, bagi faktor-faktor motivasi guru, 
motivasi siswa, hubungan guru siswa,penggunaan 
metode mengajar (yang tergolong faktnr internal), 
peluang bagi faktor-faktor lingkungan fisik, 
lingktmgan sosial (yang tergolong faktnr faktor 
ekstemal). Sedangkan tingkat kesiapan yang 
kurang memadai bennakna: kelemaban bagi 
faktor-faktor yang tergolong internal dan ancaman 
bagi faktor ekstemal, misalanya bagaimana 
kesesuaian korilrulum dengan kemajuan IPTEK 
dengan tuntutan masyarakat, perubahan nilai dan 
kesesuaian dengan karakteristik siswa. 
(Hasil wawancara dengan Kepala SMPN I 
Baubau, 190kober20IO 
Semua komponen sekolab mulai dari kepala 
sekolab, guru, lata usaba, orang tua SISwa 
dilibatkan dalarn membuat suatu kebijakan, 
dibarapkan dengan pelibatan 101 mereka ikut 
bertanggung jawab untuk mendukung dan 
mengelola program atau kebijakan yang 
diputuskan. Pelibatan semua komponen sekolab 
dapat dilibat dari pelaksanaan evaluasi, sekolab 
melibatkan semua unsur dalarn pembuatan 
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Kepala SMPN 3 Baubau 

program, khususnya guru dan staf agar dapat 
menjiwai setiap penilaian yang dilakukan dan 
memberikan alternatif pemecahan. Demikian pula 
orang tua dan masyarakat dilibatkan untuk menilai 
keberhasilan suatu program. NamWt masih 
terdapat orang tua yang enggan untuk 
mengeluarkan pendapatnya kendati diberikan 
kebebasan untuk mengeluarkan ide, tanggapan dan 
kritikan, babkan ketidaksetujuannya. (Hasil 
wawancara dengan Kepala SMPN I Baubau, 19 
Okober2010 
Sosialisasi dengan cara mengadakan rapat secara 
khusus dengan wakil kepala sekolab, beberapa 
guru, beberapa karyawan dan perwakilan Komite 
Sekolab melaksanakan sosialisasi untuk 
memahami program MPMBS yang dilaksanakan 
serta menentukan strategi program tersebut. 
Sosialisasi program secara umum dilaksanakan 
melalui pengumuman, infonnasi pada saat 
upa.cara bendera diskusi, rapat-rapat dan cara lain 
yang dianggap efektif. (basil wawancara dengan 
Kepala SMPN 3 Baubau, tangga] 12 Juni 2010 
Pengorganisasian pembelajaran yang dilakukan 
oleh hampir semua SMPN di Kota Baubau guna 
memantapkan proses pembelajran yang baik dalarn 
sebuab sekolah utamanya dalaro membangun 
kebersaroaan yang tetap dilakukan oleh sesaroa 
guru sekalipun terdapat guru-guru bidang studi. 
Karni sebagai kepala sekolab bertugas untuk 
mengidentifikasi permasalahn guna memberikan 
penjelasan atas masalab tersebut dengan 
mernbentuk tim kecil guna memudahkan dalaro 
menyelesaikan masalah tersebut kepada setiap 
tugas yang diberikan karena hal tersebut 
merupakan tanggung jawab yang harus dilakukan. 
(Wawancara dengan Kepala SMPN 3 Baubau, 
tanggal20 Juli 2010 
Babwa letak SMPN 3 Baubau terletak dijalan 
Betoambari, jalan tersebut sebagai jalan protokol, 
dan sebagai sekolab yang menjadi salab satu 
sekolab yang berstandar RSBI, tentunya untuk 
tetap meningkatkan mutu sekolab karni terns 
melakukan sosialisasi dengan cara mengadakan 
rapat dengan seluruh perangkat sekolah vaitu 
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Kepala SMPN 5 Baubau 

wakil kepala sekolah, para dewan guru, karyawan 
da selnajutnya kami melakukan rapat dengan 
pengurus komlte sekolah, untuk memahami 
program MPMBS yang dilaksanakan serta 
menentukan strategi program tersebut (Hasil 
wawancara dengan Kepala SMPN 3 Baubau, 19 
Okober2010 
Sebagai Kepala Sekolah yang memimpin Sekolah 
Menengah Pertama Negeri 5 Baubau, dimana 
SMPN 5 Baubau berada dijalan poros dan 
merupakan salah satu sekolah yang menerima 
siswa sewilayah kecamatan kokalukuna, maka 
saya senantiasa terus memberikan perhatian 
kepada bawahan untuk kelancaran pengelolaan 
sekolah utamanya yang berhubungan dengan 
peningkatan mutu sekolah. Hal demikian yang 
selalu menjadi perbatian saya pada segenap guru 
dan staf!karyawan, yaitu masalah keuangan seperti 
pembayaran gaji bagi guru, tunjangan umum 
maupun tunjangan lain - lain serta keuangan 
lainnya tetap mempedomani adrninistrasi 
keuangan yang berlaku, hal ini dilakukan sarna 
saJa dengan kelancaran pengelolaan keuangan 
seperti uang rutin dana lain-lain sebagaimana telah 
dijelaskan, yaitu pembayaran gaji dan tunjangan 
lainya bagi guru dan staf tata usaba pada SMPN 5 
Baubau atau dan tunjangan umum bagi guru dan 
pegawai dilakukan bersamaan dengan pembayaran 
gaji. Awal bulan sudah dilakukan pembayaran." 
(basil wawancara dengan Kepala SMPN 5 Baubau, 
tanggal 12 Juni 2010 
Peningkatan kesejahteraan Guru!staf dan tenaga 
kependidikan lainnya maka pibak karni SMPN 5 
Baubau, tetap berpedoman dan berdasar pada 
petunjuk yang ada, bagi guru-guru dan staf Tata 
Usaba di SMPN 5 Baubau ada juga honor 
insidentil Infonnan penelitian menuturkan "Ada 
honor insidentil, pembayaran dan besar honor 
tidak menentu. Tetapi honor insidentil diberikan 
hanya kepada guru-guru dan tenaga kependidikan 
yang benar-benar bekerja serius, Kepala Sekolah 
sebagai Pimpinan yang melakukan pemantauan 
kinerja."(hasil wawancara dengan Kepala SMPN 5 
Baubau, tanggal 12 Juni 2010 
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NO NAMA RESPONDEN 
Kepala SMPN 5 Baubau 

Guru SMPN I Baubau 

PERNYATAAN 
Bahwa kesiapan SMPN 5 Baubau, Saya sebagai 
Kepala Sekolah dan wakil kepala sekolah terus 
aktif mensosialisasikan program MPMBS, kepada 
warga sekolah. konsep MPMBS yang diterapkan 
di sekolah kami adalah manaJemen yang 
memberikan kewenangan yang lebih besar kepada 
sekolah dan para guru serta karyawan. (basil 
wawancara dengan Kepala SMPN 5 Baubau, 
tanggal 14 Juni 2010 
Sesuai program pengajaran pada SMPN 5 Baubau 
memiliki kebiasaan ditanamkan pada setiap guru 
bekeija keras, berorientasi masa depan, 
berorientasi pada keberhasilan, serta mampu 
mengelola administrasi pengajaran sesuai waktu 
yang telah ditentukan. Mereka dapat mengatur 
proses belajar mengajar berdasarkan waktunya 
dengan baik dan proporsional, dengan tetap 
berpedoman pada sistem administrasi pengajaran 
dengan barapan berjalan dengan baik tanpa 
mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas lain. 
T entu ada juga yang tidak memiliki dorongan yang 
kuat untnk berprestasi tetapi jumlahnya tidak 
dominan. Misalnya, kalau ditugaskan dalarn jam 
mengajar ia tidak masuk karena berbagai macam 
alasan. ( wawancara dengan Kepala SMPN 5 
Baubau, tanggall8 Juli 2010 
Selarna ini harnpir semua kepala sekolah dalarn 
melaksanakan MPMBS disekolahnya terlihat 
semua sekolah diwilayah cukup kooperatif dan 
senantiasa selalu siap. Hal lain adalah bahwa 
selarna ini kepala sekolah sangat dekat dengan 
para guru disekolahnya. Untuk mendekati kepala 
sekolah bagi guru bukan sesuatu yang sulit karena 
selama ini kebersarnaan kepala sekolah dengan 
para guru sangat terlihat pada proses~proses 

keterlibatan kegiatan-kegiatan disekolah. Narnun 
dalam Pelaksanaan dan Pengorganisasian 
Pembelajaran yang terkait dengan biaya-biaya 
dilakokan pada setiap sekolah dasar masih barus 
tersembunyi hal ini karena menyangkut biaya
biaya yang harus dipenuhi dalarn sebuah 
pengurusan terkait kuangan. Secara detail kepala 
sekolah belum marnpu memberikan keterangan 
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Guru SMPN 3 Baubau 

Guru SMPN 5 Baubau 

yang dibutuhkan sehingga sangat menyulitkan bagi 
kami sebagai guru. (Wawancara Guru SMPN I, 
tanggal, 18 Juni 2010 
Pengorganisasian pembelajaran SMPN I Baubau 
yang dilakukan oleh guru SMPN I Baubau tidak 
semua mempunyai inisiatif Sebagian guru-guru 
hanya menunggu perintah kepala sekolah 
sehingga untuk memimpin rapat saja tidak: bisa 
apalagi untuk membantu memecahkan masalah 
yang tengah teijadi disekolah.(Wawancara dengan 
salah seorang Guru SMPN I Baubau, tanggal 19 
Juli 2010 
Kami tidak memungkiri kalau perhatian kepala 
sekolah terbadap peningkatan cukup balk namun 
masih terdapat pernahaman bahwa keberadaan 
kepala SMP Kola Baubau sangat terbatas yang 
memberikan infonnasi kepada guru secara detail 
alas Pelaksanaan dan pembelajaran sesuai tujuan 
dari peningkatan mutu sekolah, karena mereka 
sendiri sebenamya tidak pabam alas pekeijaan 
tersebut. Kenyataan m1 berhubungan dengan 
diklat yang dimiliki oleh para guru karena apapun 
yang ditanyakan kepaala sekolah yang 
berhubungan dengan implementasi kebijakan 
MPMBS tidak memahami bahkan namun 
demikian tidak semua guru dapat dikatakan tidak 
memabami alas tujuan MPMPBS, diarahkan pada 
hal lain, Namun apahila kondisi ini dibiarkan 
sangat menyulitkan guru-guru SMP alas informasi
informasi yang dibutuhkan dalam rangka 
mengurus kebutuhan administrasi diri." 
(Wawancara dengan guru SMP 3 Baubau, tanggal 
19 Juni 2010 
Dalam lingkungan sekolah saya dan Saya sebagai 
guru bidang studi olahraga/penjaskes dalam 
menyikapi masalah tersebut dan untuk mengatasi 
masalah tersebut saya melaporkan kepada kepala 
sekolah sekalipun mungkin masalah tersebut akan 
tetap diselesaikan, guna menghindari masalah 
tersebut melibatkan orang lain apalagi harus 
melibatkan orang diluar sekolah, maka saya tetap 
melaporkan masalah tersebut. Sebagai Kepala 
Sekolah selalu mengkroscek setiap permasalahan 

L____.J~---------'-1.= yaan,.,>g,_t __ e"Ij·,,ad"'i'-,d=isekolah. Permasalahan tersebut 
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StafTU 

dibawa ke dalam rapat sekolah dao biasanya basil 
rapat tersebut biasanya dijadikan dasar menindak 
guru-guru yang bennasalah dao untuk mengbindari 
konflik internal dimasa yang akan datang." 
(Wawancara dengan Guru penjaskes SMPN 5, 
tanggal 26 Juli 2010 
Saya mengetahui program MPMBS dari infonnasi 
kepala sekolah dao dari membaca edaran serta 
pengumuman di sekolah, kebijakan MPMBS 
cukup bagus karena MPMBS adalah sistem 
pengelolaan sekolah yang memberi kewenangan 
lebih kepada sekolah dalam pengelolaannya. Akan 
tetapi kebijakan MPMBS hanya sebagian kecil 
warga sekolah yang pabam tentang tentang 
program MPMBS. Kurangnya pemahaman ini 
dikarenakan sosialisai yang dilakukan oleh kepala 
sekolah dao wakil kepala sekolah masih kurang. 
(Hasil wawancara dengan Staf TU tanggal 20 Juni 
2010). 
Bahwa sekolah cukup terbuka dengan melaporkan 
program-program sekolah, begitu juga dengan 
pertanggungjawaban mengenai keuangan paling 
tidak dilaporkan setahun sekali, tetapi laporan 
mengenai keuangan hanya garis besamta saja. 
Yang mengetahui secara rinci ada1ah kepala 
sekolah, wakil kepala sekolah dan bendahara 
sekolah. Partisipasi warga sekolah utamanya staf 
TU dalam menentukan kebijakan tidak terlalu 
menonjol, karena dari rapat-rapat yang diadakan 
oleh kepala sekolah, hanya beberapa orang guru 
yang memberikan masukan. Menurut saya orang 
tua/masyarakat belurn banyak terlibatlberpartsipasi 
dalam pengelolaan sekolah. Mereka hanya terlibat 
dalarn hal pendanaan melalui Komite Sekolah 
sedaogkan mengenai partisipasi dalam 
mernberikan saran atau masukan untuk membuat 
kebijakan masih kurang. (Hasil wawancara dengan 
StafTU tanggal23 Juni 2010 
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NO NAMA RESPONDEN PERNYATAAN 
Komite Sekolah Sekolah cukup terbuka dalam merencanakan dan 

menggunakan keuangan. Pelaporan penggunaan 
keuangan dibuat sekolah dan disampaikan kepada 
orang tua SISwa melalui Komite Sekolah 
sedikitnya setahun sekali, leta pi kami tidak 
mengetahui secara rinci laporan keuangan tersebut, 
dan yang mengetahui laporan tersebut secara rinci 
adalah kepala sekolah dan beberapa orang 
guru.(Hasil wawancara dengan Pengurus Komite 
Sekolah tanggal 20 Juni 2010 
Saya sebagai pengurus Komite Sekolah 
mendukung diterapkannya MPMBS di sekolah ini, 
dan membantu sesuat dengan porsi dan 
kemampuan saya, karena Sekolah cukup terbuka 
dalam merencanakan dan menggunakan keuangan. 
Pelaporan penggunaan keuangan dibuat sekolah 
dan disampaikan kepada orang tua siswa melalui 
Komite Sekolah sedikitnya setahun sekali, tetapi 
kami tidak mengetahui secara nnct laporan 
keuangan tersebut, dan yang mengetahui laporan 
tersebut secara rinci adalah kepala sekolah dan 
beberapa orang guru. Dalam porst tertentu 
misalnya dalam persetuj uan mengenai sumber 
dana dati orang tua siswa. (Hasil wawancara 
dengan Pengurus Komite Sekolah tanggal 21 Juni 
2010 
Untuk mensosialisaikan program MPMBS, 
biasanya disampaikan pada rapat awal tahun yang 
diselenggarakan sekolah dan melalui edaran yang 
dibuat sekolah, sehingga kami sebagai pengurus 
Komite Saya barn paham sedikit. MPMBS adalah 
hal yang barn bagi kami maka untuk lebih 
memahami konsep tersebut memerlukan waktu 
yang cukup, terlebih bagi kami orang tua siswa. 
Namun demikian kami tetap mendukung 
diterapkannya MPMBS di sekolah tm, dan 
membantu sesuai dengan porsi dan kemampuan 
kami sebagai pengurus komite dan Orang Tua 
Siswa. (Hasil wawancara dengan Pengurus Komite 
Sekolah tanWtl23 Juni 2010 
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Nama 

Tempat Tanggal Lahir 

Agarna 

Pekeijaan 

Status 

Alamat 

Pendidikan 

Riwayal Pekerjaan 

RIWAYATHIDUP 

RU'YAHNA 

Lasahmu, 29 JANU ARI 1970 

Islam 

Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Baubau 
Guru MfSn Baubau 

Kawin 

Suarni : IR KADIR, Mf 

Aoak : DIANDEVINADAVAZAMZAM 

JL. Bulawarnbona NO. 4 E BAUBAU 

I. SD LASALIMU (Tarnal 1982) 
2. MfSN BAUBAU (Tarnal 1985) 
3. PGA Kendari (Tarnal 1988) 
4. D2STAIKENDARI (Tamal2002) 
5. SI STAIN BAUBAU (Tarnal 2007) 
6. S2 PASCA SARJANA MAGISTER 

ADMINISTRASI PUBLIK (MAP) UT-UPBJJ 
KENDARITAHUN2013 
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